
c. bahwa sesuai perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan 
penataan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
induk dan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah 
penyclenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 dan belum dilakukan 
pengisian sarnpai dengan penyelenggaraan Pernilihan Umum Tahun 
2009. perlu menyempum:ikan ketenruan yang diatur dalam Peraruran 
Komisi Pemilihan Umurn Nomor 61 Tahun 2009 dengan mengganti 
Peraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 297 ayat (5), Pasal 348 
ayat (5) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Pcrwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi 
Pernilihan Urnum perlu mengatur lebih lanjut mcngenai pcngisian 
Keanggotaan Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerab Provinsi dan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn induk sena Dewan Perwakilan 
Rakyat Dacrah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota pada Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dibentuk 
setelah penyelenggaraan Pemiliban Umum Tahun 2009; 

a. bahwa pengacuran mcngenai jumlah, mekanismc. dan tata cara 
pcngisian keanggotaan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang 
dibentuk setelah penyelenggaraao pemilu sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang tentang pembentukao Provinsi atau 
Kabupeten/Kota, ditctapkan scsuai dengan peraturan perundang 
undangan; 

Menimbang 

KOMISI PEMILJHA."I UMUM, 

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN 
KEANCGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI ATAU 

DEWAN PERWAKILAN Ril'YAT DAERAH KABUPATEN TNDUK DAN 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINS! ATAU 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KABUPATEN/KOTA 
YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM 

PERA TURA;"I KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 01 TAHUN 2011 

TENT ANG 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pernilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41. Tambahan 
Lcmbaga Negara Nomor 4986); 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis 
Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123): 

I. Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4884): 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ientang Pemerintahan Aceh 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4633): 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 teruang Penyelenggara 
Pcmilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4721); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tcntang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor S l , Tambahan Lembaga Negara Nomor 
4836); 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a. huruf b dan c, serta 
uruuk melaksanakan ketenruan Pasal 8 ayat (I) huruf t dan Pasal 117 
ayat (I) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tcntang 
Pcnyelcnggara Pemilihan Umum. perlu menetapkan Peraruran Kormsi 
Pemilihan Umum tentang Pedoman Tckms Tata Cara Pengisian 
Keanggotaan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah 
Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Penyelcnggaraan Pernilihan 
Umum; 
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I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPUrfahun 
2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan 
Umum 2009 scbsgaimana diubah dengan Keputusan Komisi 
Pemilihru, Umum Nomor: 396/Kptsl KPUn'ahun 2009; 

9. Peraturan Mabkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 

10. Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Tata Kerja Komisi PemiJihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tabun 
2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Struktur Organisasi Sekretariat Jeoderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umwn Nomor 22 Tahun 2008 dan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 teotang 
Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; 

13. Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009; 

14. Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentaog 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil 
Perolehan Sua.ra di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Sena 
Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
kabupaten/kota Tahun 2009: 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tekms Penetapan dan Pengumuman Hasil pernilu, Tata Cara 
Penctapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan 
Pengganrian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Pcrwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan 
Kornisi Pcmilihan Um urn Nomor 60 Tahun 2009: 
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Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

I. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakilan Dacrah, 
clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah. 

3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umurn, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal l 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

: PERATURAN KOMJSI PEMILffiAN UMU~t TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! ATAU DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK DAN 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 
YANG DIBE1'TUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIBAN 
UMUM. 

Menctapkan 

MEMUTUSKAJli: 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nornor: 153/SK./ KPUfrahun 
2008 sampai dengan Nomor: 185/SK.IKPUfrahun 2008 tentaag 
Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, clan Jumlah Kursi 
Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota Dalam Pernilihan Umum 
Tahun 2009; 

3. Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-Vl/2008 tanggal 
24 Desember 2008; 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110-l l l-112-113/PUU 
Vll/2009 tanggal 6 Agustus 2009; 

5. Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor: 124/PUU-VIl/2009 tanggal 26 
Agustus 20 IO; 

6. Serita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 05/BA/11/20 IO tanggal 23 
Februari 201 O; 

7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 23/BAIXI/2010 tanggal I 
November 201 O; 

8. Benta Acara Rapat Pleno KPU Nomor: 03/BAJI/2011 tanggal 2011. 
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11. Kabupaten/kota pemckaran adalah kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 
2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dilakukan pengisian 
anggota DPRD kabupaten/kota pernekaran sarnpai dcngan pcnyelenggaraan Pcmilu Tahun 
2009. serta kabupaten/kota yang dibcnruk setclah Pemilu Tahun 2009, yang wilayahnya 
mcliputi sebagian keeamatan dari kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang tentang Pembenrukan Kabupaten/Kota. 

12. Provinsi induk adalah provinsi yang sebagian kabupaten/kotanya tidak menjadi bagian 
wilayah provmsi pemekaran scbagaunana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Pembenrukan Provmsr, 

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupatcn/kota yang dibemuk setelah pemilu. 
selanjutnya disebut DPRD kabupatenlkota pemekaran adalah DPRD kabupaten/kota pada 
kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan bclum dilakukan pcngisian 
kcanggotaan DPRD kabupaten/kota pcmekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu 
Tahun 2009 karena memenubi ketcntuan Pasal 108 ayai (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, sena DPRD 
kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009 yang 
keanggotaannya diisi berdasarkan basil Pemilu Tahun 2009. 

10. Provinsi pemekaran adalah provinsi yang dibenruk setelah Pemilu Tahun 2004 dan 
berdasarkan ketenruan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan J\iPR. DPR. DPD dan DPRD tidak dilakukan pengisian anggota 
DPRO provinsi pernckaran sampai dcngan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, serta 
provinsi yang dibenruk setelah Pemilu Tahun 2009, yang wilayahnya melipuu sebagian 
kabupaten/kota dari provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 
Pembentukan Provinsi. 

4. Korntsi Pemilihan Umum selanjumya disebut KPU, adalah lembaga pcnyelenggara pernilu 
yang bersifat nasional, tetap, dan mand.in sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

5. Komisr Penulihan Umum provinsi dan Komis, Permlihan Umum kabupaten/kota yang 
selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah pcoyelenggara 
Pemilihan Umum di provinsi dan kabupaten/kota scbagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provmsi pada provinsi mduk yang selanjutnya disebut 
DPRD provinsi induk, adalah DPRD provinsi yang keanggotaanya dipilih melalui Pernilu 
Tahun 2009. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pada kabupaten induk yang selanjutnya 
disebut DPRD ~abupatcn induk, adalah DPRD kabupaten yang keanggotaannya dipilih 
melalw Permlu Tahun 2009. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang dibentuk seielah pemilu. selanjumya 
disebut DPRD provinsi pemekaran adalah OPRD provinsi pada provmsi yang dibenruk 
setclah Pemilu Tahun 2004 clan bclum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD provinsi 
pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 karena memenuhi 
ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR. DPR. DPD dan DPRD, serta DPRD provinsi pada provinsi yang dibeniuk 
setelah Pemilu Tahun 2009 yang keanggotaannya diisi berdasarkan basil Pemilu Tahun 
2009. 
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Pengisian anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pemckaran dilaksanakan olch KPlJ 
provinsi/kabupaten/kota induk. 

Pasal 3 

Dalam proses penataan kcanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk. dan/atau 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, KPU, KPU 
proviasi. dan KPU kabupaten/kota berpcdoman pada azas: 

a. mandiri: 
b. jujur. 
c. adil: 
d. kepastian hukum: 
e. tertib pcnyelenggara pemilu: 
f. kepentingan umum: 
g. keterbukaan; 
h. proporsionalitas: 
i. profesionalitas: 
J. akuntabilitas; 
k. efisicnsi: dan 
I. efcktivuas. 

Pasal 2 

13. Kabupaten induk adalah kabupaten yang sebagian kecamatannya tidak menjadi bagian 
wilayah kabupaten/kota pernekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang temang 
Pembentukan Kabupatcn/Kota. 

14. Pimpinan panai poliuk adalah dewan pirnpman partai pohuk ringkat provinsi atau tingkat 
kabupaten/kota yaitu ketua dan sekrctaris Dewan Pirnpinan Dacrab/Dcwan Pimpinan 
Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjumya disingkat DPDJDPW, dan DPC 
atau sebutan lainnya yang setara di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan 
berdasarkan Anggara.n Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang 
bersangkutan. 

15. Daftar Calon Terap DPRD provinsi. selanjucnya disebut DCT DPRD provinsi adalah daftar 
calon tctap anggota DPRD provinsi Pemilu Tahun 2009 yang digunakan sebagai dasar 
pengajuan calon dan penetapan calon terpilih dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi 
indu.k dan pengisian keangotaan DPRD provinsi pemekaran yang merupakan satu kesatuan. 

16. Daftar Calon Tetap DPRD kabupaten/kota, selanjutnya disebut DCT DPRD kabupatenlkota 
adalah daftar calon tctap anggota DPRD kabupaten Pemilu Tahun 2009 yang digunakan 
sebagai dasar pengajuan calon dan penetapan calon tcrpilih dalam pcnataan keanggotaan 
DPRD kabupaten indu.k dan pengisian keangotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran yang 
merupakan saru kesatuan. 

17. Bilangan Pembagi Pemilihan, selanjutnya disebut BPP adalah bilangan yang diperoleh dari 
hasil pembagian jumlah suara sah seluruh panai politik dan suara sah calon dengan jumlah 
kursi di tiap dacrah pernilihan, untuk menentukan jumlah peroleban kursi masing-masing 
partai politik setiap daerah pemilihan di provinsi atau kabupaten/kota indu.k dan provinsi 
atau kabupaten/kota pemckaran. 
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Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian keanggotaan 
DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/k.ota pemekaran untuk menemukan jumlah kursi dan 
alokasi kursi tiap daerah pcmilihan DPRD provinsi aiau DPRD kabupaten induk dan jumlah 
kursi dan alokasi kursi uap daerah pemilihan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/koia 
pemekaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal S, berdasarkan Kepurusan Kormsi 
Pernihhan Umum Nomor: 153/SK/KPUffahun 2008 sarnpai dcngan Nomor: 185/SKIKPU/ 
Tahun 2008 tentang penctapan daerah pcmilihan, jumlah pcnduduk, dan jumlah kursi anggota 
DPRD provinsi dan DPRD kabupatcn/kota dalam Pemilu Tahun 2009. 

Pasal6 

(1) Pcngisian keanggotaan DPRD provinsi pemekaran pada provinsi yang dibentuk setclah 
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, rneliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan 
jumlah dan alokasi kursi tiap derah permlihan, perolehan suara partai politilc pcserta pemilu, 
perolehan suara anggota DPRD provinsi dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi 
pemekaran, penentuan BPP. penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan 
peaetapan calon tcrpilih anggota DPRD provinsi pemekaran setiap dacrah pcmilihan. 
berdasarkan atas hasil Pemilu anggota DPRD provinsi induk Tahun 2009. 

(2) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang 
dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD 
kabupaten/kota pemekaran sampai dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, meliputi 
penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap dacrah pernilihan, 
perolehan suara partai politik peserta pemilu, pcrolehan suara anggota DPRD kabupaten dan 
perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran. penentuan BPP. 
penetapan pcrolehan kursi partai politik peserta pernilu, dan penetapan calon terpilih 
anggota DPRD kabupatenJkota pemekaran setiap daerah pemilihan, berdasarkan hasil 
Pemilu anggota DPRD kabupaten induk Tahun 2009. 

(3) Pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran pada kabupaten/kota yang 
dibentuk setelah penyelenggaraan Pernilu Tahun 2009, meliputi penetapan dacrah 
pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan, perolehan suara partai 
pohuk peserta pemilu, perolehan suara anggota DPRD kabupaten, dan suara calon anggota 
DPRD kabupaten/kota pemekaran, penentuan bilangan pembagi permlih. penecapan 
perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan penctapan calon terpilih anggota DPRD 
kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pernilihan, berdasarkan atas hasil Pemilu anggota 
DPRD kabupaten induk Tahun 2009. 

Pasal 5 

(I) Penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk meliputi penentuan 
jumlah dan alokasi kursi riap daerah pemilihan. perolehan suara partai politik peserta 
pemilu, perolchan suara anggota DPRD provinst atau DPRD kabupaten mduk dan perolchan 
suara calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk. penenruan BPP. 
penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu, dan pen eta pan cal on terpi lih 
anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk setiap dacrah pemilihan berdasarkan 
hasil Pemilu Tahun 2009. 

(2) Penetapan jumlah dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau 
DPRD kabupatcn induk, berdasarkan data penduduk Pemilu Tahun 2009. 

Pasal 4 
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(1) KPU provinsi induk mcnetapkan panai politik pescrta Pernilu Tahun 2009 yang 
memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhitungan perolehan kursi anggoia DPRD 
provinsi induk dan hasil perhitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi pemekaran. 

(2) Partai politik yang mernperoleh kursi bcrdasarkan hasil penataan pcrhitungan perolehan 
kursi anggota DPRD provinsi induk dan basil pcrhitungan perolehan kursi anggota DPRD 
provinsi pemekaran scbagaimana dimak:sud pada ayat (I). berhak mengajukan calon 
anggota DPRD provinsi induk dan anggota DPRD provinsi pemekaran. 

(3) KPU kabupaten induk menetapkan partai politik pcserta Pemilu Tahun 2009 yang 
mempcroleh kursi berdasarkan hasil pcnataan perhitungan pcrolehan kurst anggota DPRD 
kabupaten induk dan hasil pcrhirungan perolchan kursi anggota DPRD kabupaten/kota 
pemekaran. 

Pasal 11 

Masa jabatan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupateolkota pcmekaran. berakhir bersama 
S111J1a dengan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk basil Pernilu Tahun 2009. 
yaitu pada saat anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk basil Pemilu Tahun 2009 
mengucapkan sumpah/janji, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (4) dan Pasal 348 ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 

Pasal 10 

Untuk penama kali dalam penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk 
dan pengisian keanggoraan DPRD provmsi atau DPRD kabupatenlkota pemekaran, calon 
anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn dalam OCT DPRD provinsi atau OCT DPRD 
kabupaten induk Pemilu Tahun 2009. dapat diajukan menjadi calon anggota DPRD provinsi atau 
DPRD kabupatcn induk atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran. 

Pasal 9 

(I) Penataan keanggotaan DPRD provinsi induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi 
pemekaran pada provinsi yang dibemuk setelah Pcmilu Tahun 2009, dilakukan sampai 
dengan 12 (dua belas) bulan scbelum pclak:sanaan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 397 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 

(2) Penataan keanggotaan DPRD kabupaten induk dan pcngisian keanggotaan DPRD 
kabupatenlkota pemekaran bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, 
dilakukan sampai dcngan 12 (dua belas) bulan sebelum pclaksanaan Pernilu Tahun 2014. 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2009. 

Pasal 8 

Penataan keanggotaan DPRD provmsi atau DPRD kabupaten tnduk dan pcngisian keanggotaan 
DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimaaa dimaksud dalarn Pasal 4 
dan Pasal 5. dilakukan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten induk, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 

Pasal 7 

. 8. 



a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan l 00.000 (scrams nbu) jiwa 
memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi: 

(2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l ). didasarkao pada 
jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketcnruan: 

(I) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) kursi 
dan sebanyak-banyaknya 50 (hma puluh) kursi. 

Pasal 14 

e. Provinsi dengan jumlab penduduk lebib dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dcngan 
9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lirna) kursi; 

f. Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 
11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleb alokasi 85 (delapan pulub lima) kursi; dan 

g, Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa mernperoleh 
alokasi 100 (seratus) lcursi. 

d. Provinsi dengan jurnlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dcngan 
7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi: 

a. Provinsi dengan jurnlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (saru juta) jiwa 

memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi: 

b. Provinsi dengan jurnlab penduduk lebib dari 1.000.000 (saru juta) sampai dengan 
3.000.000 (iiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tigajuta) sampai dengan 
5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima pulub lima) kursi; 

(2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah 
penduduk provmsi yang bersangkutan dengan ketentuan: 

(I) Jumlah kursi DPRO provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) kursi dan 
sebanyak-banyaknya 100 (seratus) kursi. 

Pasal 13 

(I) Dacrah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupatenlkota atau gabungan 
kabupaten/kota sebagai daerah pcmilihan. 

(2) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten!kota adalab kecamatan atau gabungan 
kecamatan sebagai daerah pcmtlihan. 

Pasal 12 

(4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan perhirungan perolehan 
kursi aoggota DPRD kabupaten induk dan hasil perhitungan perolehan lcursi anggoia DPRD 
kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbak mcngajukan calon 
anggota DPRD kabupaten induk dan anggota DPRD kabupatenlkota pemekaran. 
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()) KPU menerima dan mengolah data wilayah adrninistrasi pemenntahan kabupaten/ 
kecarnatan/desalkelurahan dan KPU provinst dan KPU kabupaten mduk dalam penataan 
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mduk dan penetapan 
daerah pemilihan dalam pengisian anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota 
pernekaran. 

(2) KPU melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten 
induk dalam pelaksanaan penataan keanggoiaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten 
induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran, 

(3) KPU mcngoordinasikan dan memantau pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi 
atau OPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD 
kabuparcn/koia pcmekaran. 

(4) KPU melakuko.n koordinasi dengan mstansi terkait di tingkar pusar untuk kelancaran 
pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn/kota pcmekaran. 

(5) KPU menetapkan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam penaiaan anggota 
DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian anggota DPRD provmsi atau 
DPRD kabupo.tcn/kota pemekaran dengan Keputusan KPU. 

Pasal 15 

Bagian Pertama 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dao 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

BAB II 

PENYELENG-GARA 

g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa 
memperoleh alokasi 50 (lirna puluh) kursi. 

f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 
t.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (dclapan puluh lima) kursi; dan 

e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dan 400.000 (empat raus ribu) sarnpai 
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi: 

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai 
dengan 300.000 (riga rarus ribu) jiwa mcrnpcroleh alokasi 30 (uga puluh) kursi; 

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (riga rams ribu) sampai 
dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursr; 

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai 
dcngan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; 
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b. mcnyusun dan menetapkan penataan perolehan suara tiap partai politik, perolehan suara 
anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupaten. dan suara calon anggota DPRD provinsi 
atau DPRD kabupaten induk setiap daerah pemilihan berdasarkan hasil Pemilu anggota 
DPRD provinsi aiau DPRD kabupaten tnduk Tahun 2009; 

a. melaksanakan penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten mdu.k dan 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran untuk 
sctiap daerah pemilihan berdasarkan Kepurusan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 
6 dan Pasal 15 ayat (5): 

(2) Dalarn tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b. KPU 
provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas: 

d. menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan/ 
desa/kelurahan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Keputusan KPU temang 
penetapan daerah pemilihan, dan jumlah kursi anggota OPRD provinsi atau DPRD 
kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran; 

c. menyusun dan menetapkan rencana kcbutuhan anggaran penataan keanggotaan DPRD 
provmsi arau OPRD kabupaten induk dan pengisian kcanggotaan DPRD provinsi atau 
DPRD kabupaten/kota pemekaran: 

b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD provinsi 
atau OPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau OPRD 
kabupatenlkota pemekaran: 

(!) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a. KPU provmsi 
dan KPU kabupaten induk bertugas: 

a. melakukan koordinasi dcngan pemcrintah daerah dan instansi terkait untuk kelancaran 
penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan pengisian 
keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran; 

Pasal 17 

(I) KPU provinsi dan KPU kabupatcn induk melaksanakan penataan keanggotaan DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten indu.k dan pengisian keanggotaan DPRD provmsi atau 
DPRD kabupatcnlkota pemekaran, 

(2) Pelaksanaan penaraan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam tiga tahap. yaitu: 

a. tahap persiapan; 

b. tahap pelaksanaantdan 

c. tahap penyelcsaian. 

Pasal 16 

Bagian Kedua 

Komis! Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemllihan Umum Kabuparen lnduk 
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a. menyusun dan mcnyampaikan laporan pelaksanaan penataan keanggotaan DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten indulc dan pengisian keanggotaan DPRD proviosi atau 
DPRD kabupaten/kota pemckaran kepada KPU dan KPU provinsi; 

b. mcnyusun dan menyampaikan Japoran pertanggungjawaban keuangan kepada 
pemcrintah daerah. 

(3) Dalam tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c. KPU 
provinsi dan KPU kabupaten induk bertugas: 

I. mengurnumkan nama-narna calon terpilih anggota DPRO provinsi atau DPRD 
kabupaten induk dan narna-nama calon terpilih anggota DPRD provmsi atau DPRD 
kabupaten/kota pemekaran di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau 
masyarakat. 

k. menyampaikan nama-nama ealon terpihh anggota DPRD kabupaten induk basil 
penataan keanggotaan OPRD kabupatcn mduk dan calon terpilih anggota DPRD 
kabupaten/kota pemekaran kepada gubemur melalui bupati kabupaten induk dan melalui 
pejabat bupati/walikota di kabupaten/kota pemekaran; 

j. menyampaikan nama-nama ealon terpilih anggota DPRD provinsi induk basil penataan 
keanggotaan DPRD provmsi induk dan calon terpilih anggota OPRD provinsi 
pemekaran kepada Mentcri Dalam Negen Republik Indonesia melalui gubemur di 
provinsi induk dan melalui pejabat gubemur provinsi pernekaran: 

1. menyampaikan pemberitahuan nama calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD 
kabupatcn induk basil penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten 
induk dan calon terpilih anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten pemekaran 
kepada calon terpilih yang bersangkutan melalui pimpinan panai politik; 

h. menetapkan OCT DPRD provinsi atau DPRD kabupatcn induk Pemilu Tahun 2009 
sebagai OCT DPRD provinsi atau OPRD kabupaten induk dan DCT DPRD provinsi 
atau DCT DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagai satu kesatuan; 

c. menetapkan basil penghuungan perolehan suara uap partai politik, perolchan suara 
anggoia DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan suara calon aaggota DPRD provinsr 
atau DPRD kabupaten/kota pemekaran setiap daerah pemilihan berdasarkan nasil 
Pemilu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk Tahun 2009; 

d. menenrukan BPP untuk nap daerah pernilihan anggota DPRD provmsi erau DPRD 
kabupaten induk dan anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaien/kota pemckaran; 

e. menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRO provinsi 
atau DPRD kabupaten induk: 

f. menetapkan perolehan kursi partai politik dan caloo terpilih anggota DPRD provinsi 
atau DPRD kabupaten/kota pernekaran; 

g. meneliti kelengkapan dan keabsahan pemenuhan syarat calon anggota DPRD provmsi 
atau DPRD kabupaten induk dan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota 
pemekaran; 
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Sekretanat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi dan 
KPU kabupaten induk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 18. menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan program dan anggaran penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD 
kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota 
pemekaran: 

b. fasilirasi teknis pcnataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran; 

c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan 
perlengkapan: 

d. fasilitasr penyusunan dan perumusan penyelesaian masalah hukum dan sengketa hukum: 

e. fasilitasi pelayanan infonnasi, partisipasi masyarakat, dan pcnyelenggaraan hubungan 
masyarakat: 

f. pengelola dan pcmelihara data penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten 
induk dan peogisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pernekaran: 

g. pengelola dan pendistribusian kebutuhan logistik keperluan penataan keanggotaan DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggoraan DPRD provinsi atau 
DPRD kabupaten/kota pemekaran; 

h. fasilitasi kerjasarna antar lernbaga: 

i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
penataan keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten induk, dan pengisian 
keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota pemekaran oleh KPU provinsi 
Dttm JO>U b,bup~ten indulc. 

Pasal 20 

(I) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam rnembantu tugas KPU provinsi 
atau KPU kabupaten induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara adminisuauf 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. 

(2) Sekretariat KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam membantu tugas KPU provinsi 
atau KPU kabupatcn induk sebagaimana dimaksud Pasal 18, secara teknis operasional 
bertanggungjawab kepada KPU provinsi atau KPU kabupatcn induk. 

Pasal 19 

KPU provinsi atau KPU kabupaten induk dalam melaksanakan penataan keanggotaan DPRD 
provinsi atau DPRD kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD provinsi atau DPRD 
kabupatenlkota pemekaran, sebagaimana diroaksud dalam Pasal 17. dibanru oleh sekrctariat KPU 
provinsi atau sckretariat KPU kabupatcn induk. 

Pasal 18 

Bagian Ketiga 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pcmiliban Umum Kabupaten/Kota 
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Keanggotaan DPRD kabupaten induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi tiap 
daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan kabupaten/kota pemekaran, terdiri dan : 

a. Anggota DPRD kabupaten basil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili dacrah pemiiihan yang 
kecamatannya tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten/kota induk; 

Pasal 22 

Keanggotaan OPRD provinsi induk setelah dilakukan penataan jumlah dan alokasi kursi uap 
daerah pemilihan sebagai akibat pembentukan provinsi pemekaran. terdiri dari : 

a. Anggota OPRD provinsi basil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang 
kabupaten/kot.anya tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk: 

b. Anggota DPRO provinsi hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili dacrah pcrnilihan yang 
sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk dan 
dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan 
penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik 
yang diwakilinya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh berdasarkan basil 
Pemilu Tahun 2009: 

c. Anggota DPRD provinsi hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang 
sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjadi bagian wilayah di provinsi induk dan 
dijamin kedudukannya sebagai anggota DPRD provinsi induk, karena berdasarkan penataan 
penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebut, jumlah kursi yang diperoleh partai politik 
yang diwakilinya lcbih sedikit dari pada jum!ab kursi yang diperoleh bcrdasarkan basil 
Pemilu Tahun 2009, dan anggota OPRD provinsi yang bersangkutan memiliki suara lebih 
banyak di daerah pemilihan provinsi induk dan lebih banyak dari pada anggota DPRD 
provinsi lain di daerah pemilihan tersebut; 

d. Anggota DPRD provinsi induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mcwakili daerah 
pemilihan yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetap menjacli bagian wilayah di provinsi 
induk. dan berdasarkan penataan penghitungao perolehan kursi di daerah pemilihan tersebui, 
partai politik yang diwakilinya memperolch tambahan sejumlah kursi lebih banyak dari pada 
perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 2009; 

e. Anggota OPRD provinsi yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah pemilihan 
yang sebagian kabupaten/kotanya masih tetsp menjadi bagian wilayah di provinsi induk, 
dan berdasarkan penataan penghirungan perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, partai 
politi.k yang diwakilinya memperoleh sejurnlah kursi sedangkan berdasarkan basil 
penghitungan perolehan kursi basil Pemilu Tabun 2009 udak memperoleh kursi. 

Pasal 21 

Baginn Pertama 
Keanggotaan 

BAB ill 
PENATAAN KEANGGOTAAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU 
DEWAN PER\VAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK 
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(I) Anggota DPRD kabupaten induk yang terpilib berdasarkan basil Pemilu Tahun 2009, wajib 
pindah menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran, apabila: 

'A. St\\l~ Kecama\:m pada daernh pemilihan anggota DPRD kabupateo mduk Pemilu 
Tahun 2009 menjadi bagian wilayah kabupatenlkota pemckaran; 

Pasal 24 

(I) Anggota DPRD provinsi induk yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009. wajib 
pindah menjadi anggota DPRD provmsi pemekaran, apabila : 

a. Seluruh kabupaten/kota pada daerah pemiliban anggota DPRD provinsi induk Pemilu 
Tahun 2009 menjadi bagian wilayah provmsi pemekaran: 

b. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD provinsi yang bersangkutan tidak 
mcmperolch kursi dalam pcnataan penghitungan kursi, atau perolehan kursi partai 
politik lebih sedikit dari pada perolehan kursi basil Pemilu Tahun 2009, dan anggota 
DPRD provinsi yang bersangkutan memperoleh suara lebih banyak di daerah pemilihan 
provinsi pemekaran. 

(2) Anggot» DPRD provinsi induk yang wajib pindah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I). 
ditempatkan pada daerah pcmilihan anggota DPRD provinsi pemekaran yang 
kabupaten/kotanya semula tergabuog dalam satu dacrah pernilihan anggota DPRD provinsi 
induk Pemilu Tahun 2009 yang diwakili. 

Passi 23 

b. Anggoia DPRD kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 yang mewakili daerah pemihhan yang 
sebagian kecamatannya rnasih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten induk dan dijamin 
kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten induk, karena berdasarkan penataan 
atokasi kursi di daerah pemilihan terseout, jumlah kursi yang diperoleh partai politik yang 
diwakilinya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperolch bedasarkan hasil Pemilu 
Tahun 2009: 

c. Anggota DPRD kabupatcn basil Pemilu Tahun 2009 yang mcwakili dacrah pernilihan yang 
sebagian kecarnatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten induk dan dijamm 
kedudukannya sebagai anggota DPRD kabupaten induk, karena berdasarkan penataan 
penghitungan kursi di daerah pemilihan tersebui, jumlah kursi yang diperoleh partai politik 
yang diwakilinya lebih sedikit dari pada jumlah kursr yang diperoleh berdasarkan hast! 
Pernilu Tahun 2009. dan anggota DPRD provinsi yang bersangkutan memiliki suara lebih 
banyak di daerah pernilihan kabupaten induk dan lebih banyak dan pada anggota DPRD 
kabupateo lain di daerah pemilihan tersebut; 

d. Anggota DPRD kabupaten induk yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah 
pcmilihan yang sebagian kecamatannya masih tetap menjadi bagian wilayah di kabupaten 
induk, dan berdasarkan penataan pengbitungan kursi di daerah pcmilihan tersebut, partai 
politik yang diwakilinya mcmperoleh tambahan scjumlah kursi lebih banyak dari pada 
perolehan kursi basil Pcmilu Tahun 2009; 

e. Anggota DPRD kabupaten yang ditetapkan menjadi calon terpilih mewakili daerah 
pemilihan yang sebagian kecamatannya masih terap menjadi bagian wilayah di 
kabupatenlkota induk. dan berdasarkan penataan penghitungan perolchan kursi di daerah 
pemilihan tersebut, partai politik yang d!wakilinya memperoleh sejumlah kursi scdangkan 
berdasarkan hasil penghirungan peroleban kursi basil Pemilu Tahun 2009 ndak mcmperolch 
kursi. 
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Jumlah penduduk di provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), digunakan 
sebazai dasar penentuan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk clan alokasi kursi sctiap 
daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk. 

Pasal 27 

(2) Jumlah pcnduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan alas data jumlah 
penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan Penulu anggota DPR. 
DPD, dan DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5). 

(3) Jumlah penduduk di provinsi induk hasil penataan, diperoleh dan pcngurangan jumlah 
penduduk di provinsi induk scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah penduduk 
di kabupatcn/kota yang mcnjadi bagian wilayah provinsi pemekaran. 

(I) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi anggoia 
DPRD provinsi induk dan alokasi kursi setiap daerah pcmilihan anggota DPRD provinsi 
induk. adalah jumlah penduduk di kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah 
provinsi induk. 

Pasa126 

(I) Dengan terbentulcnya provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
tentang pembemukan provinsi, pcrlu menata kembali jumlah kursi anggota DPRD provinsi 
induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, sena komposrsi perolehan kursi partai 
politik seriap dacrah pemilihan anggota DPRD provinsi induk. 

(2) Penataan jumlah kursi anggora DPRD provinsi induk dan alokasi kursi seuap daerah 
pemihhan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tidak dilakukan pemecahan daerah 
pemilihan. 

(3) Penataan jumlah kursi anggota DPRD provinsi induk clan alokasi kursi seriap daerah 
pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ditetapkan dengan Keputusan KPU. 

Pasal 25 

Paragraf 1 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi lnduk 

Bagian Kedua 

Daerah Pemilihan 

b. Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan tidak 
memperoleh kursi dalam penataan penghnungan kursi, atau perolehan kursi partai 
politik lebih sedikit dari pada perolehan kursi basil Pemilu Tahun 2009, clan anggota 
DPRD kabupaten yang bersangkutan memperoleh suara lebih banyak di daerah 
pemilihan kabuparen/kora pemekaran. 

(2) Anggota DPRD kabupatenlkola induk yang wajib pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I). ditempalkan pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota pemckaran yang 
kecamatannya scmula tergabung dalam satu daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten 
induk Pemilu Tahun 2009 yang diwakili 
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(1) Dengan terbcntuknya kabupaten/kota pernekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota, perlu menata kembali jumlah kursi anggota 
/.)J>nD kQbvpAro" induk dAn alokas i lcur<i seuap daerah permlihan. serta kornposisi 
perolehan kursi partai politik seriap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten mduk. 

Pasal 30 

Paragraf2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lnduk 

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi anggota DPRD provinsi mduk dan alokasi 
kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provmsi induk sebagairnana dimalcsud dalarn 
Pasal 28, dengan Kepurusan KPU. 

Pasa.129 

(1) Penataan jumlah kursi anggota DPRD provmsi induk dan alokasi kursi setiap daerah 
pemilihan aoggota DPRD provinsi mduk sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25. 
ditentukan: 

a. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pernilihan di provinsi induk. 
dan seluruh kabupatenlkota pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian 
wilayab provinsi induk, maka kabupaten/kota pada daerah pernilihan provinsi induk 
tersebut, tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihao. 

b. kabupaten/kota yang scmula tergabung dalarn saru daerah pemiliban di provinsi induk, 
dan sebagian kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah 
provinsi pemckaran, maka kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wJlayab provinsi 
induk tetap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. 

c. kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi induk. 
dan hanya terdapat satu kabupaten/kota pada daerah pemilihan tersebui yang masih 
menjadi bagian wilayah provinsi induk, malca kabupatenlkota tersebut tetap ditetapkan 
sebagai satu daerah pemilihan. 

(2) Alokasi kursi seuap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk scbagairnana dimaksud 
pada ayat (1). ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di daerah pemilihan yang 
bersanglcutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk. 

(3) Bilangan pembagi penduduk sebagaimana dimakusud pada ayat (2), diperoleh dari hasil 
bagi jumlah penduduk di provinsi induk dengan jumlab kursi DPRD provinsi induk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

(4) Apabila dalam pembagian kursi anggota DPRD provinsi induk pada masing-masing daerah 
pemilihan scbagairnana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa kursi yang belum 
teralokasi, maka sisa kursi tersebut dialokasikan kepada dacrah pemilihan yang memiliki 
sisa penduduk paling banyak secara berurut sampai srsa kursi DPRD provinsi induk rersebui 
terbagi habis. 

(5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). diperoleh dari basil 
pengurangan jumlah kursi DPRD provinsi induk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 
dengan jumlah kursi yang sudab teralokasi pada seluruh daerah pemilihan. 

Pasal 28 
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a. Keeamatan yang scrnula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk, dan 
seluruh kecamatan pada daerah pemilihan tersebut masih menjadi bagian wilayah 
kabupaten induk, maka kccarnatan pada daerah pemilihan kabupaten indu.k terscbut, 
tetap ditetapkan sebagai satu dacrah pemilihan. 

b. Keeamatan yang semula tergabung dalam saru daerah pemilihan di kabupaten induk. dan 
sebagian kecarnatan pada daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah 
kabupaten/kota pemekaran, maka kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah 
kabupaten induk tctap ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. 

c. Kecamatan yang semula iergabung dalam saru daerah pemilihan di kabupatcn induk, dan 
hanya terdapat satu kecamatan pada daerah pemilihan tersebui yang rnasih rnenjadi 
bagian wilayah kabupaten induk. maka kecamatan tcrsebut tetap ditetapkan sebagai saru 
daerah perrulihan, 

(2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di dacrah pemilihan yang 
bersangkutan dibagi dengan bilangan pembagi penduduk. 

(I) Penataan jurnlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah 
pernilihan anggota DPRD kabupatcn induk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30, 
ditentukan: 

Pasal 33 

Jumlah pcnduduk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 31 ayat (2), digunakan 
sebagai dasar penentuan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap 
daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk. 

Pasal 32 

(I) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi anggota 
DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten 
induk. adalah jumlah penduduk di kecarnatan yang masih menjadi bagian wilayah 
kabupaten induk. 

(2) J umlah penduduk sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) didasarkan atas data jumlah 
penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan Pemilu anggota DPR. 
DPD. dan DPRD Tahun 2009 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (5). 

(3) Jumlah penduduk di kabupaten induk hasil penataan, diperoleh dan pengurangan jumlah 
penduduk di kabupaten induk sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dengan jumlah 
penduduk di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran. 

Pasal 31 

(2) Penataan jumlah b.'UTSI anggoia DPRD kabupaten mduk dan alokasi kursi seuap daerah 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (I). tidak dilakukan pernecahan dacrah 
pemilihan. 

(3) Penataan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi kursi seuap dacrah 
pemilihan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU. 
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(2) Pcngajuan calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
didasarkan atas dokumen pernenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada 
pcnyelcnggaraan Pemilu anggota DPRO kabupaten induk Tahun 2009. 

(J) Pengajuan calon anggota DPRD kabupaten mduk dalam penataan keanggotaan DPRD 
kabupaten induk dilakukan, bilamana da)am penataan pcnghitungan perolehan kursi terdapat 
partai politi.k yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hast! Permlu Tahun 2009. tetapi 
memperolch kursi berdasarkan pcnataan penghitungan kursi atau partai poliuk yang 
memperoleh tambahan kursi lebih banyak dan pada perolehan kursi hasil Pemilu Tahun 
2009. 

Pasal 36 

(2) Pcngajuan calon anggota DPRD provmsi tnduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon pada 
penyclcnggaraan Pernilu anggota DPRD provinsi induk Tahun 2009. 

{I) Pengajuan calon anggota DPRD provinsi tnduk dalam penataan keanggotaan DPRD 
provinsi induk dilakukan. bilamana dalarn penataan penghitungan perolehan kursi terdapat 
panai politik yang tidak rnemperoleh kursi bcrdasarkan basil Pernilu Tahun 2009, tetapi 
mcrnperoleb kursi berdasarkan penataan penghinmgan kursi atau partai politik yang 
memperoleh tambahan kursi lebrh banyak dan pada perolehan kursi hasrl Pemilu Tahun 
2009. 

PasaJ 35 

Bagian Ketiga 

Pcngajuan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kahupaten lnduk 

KPU meneiapkan daerah permlihan. jumlah kursi anggota DPRD kabupaten induk dan alokasi 
kursi seuap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33. dengan Kepuiusan KPU. 

Pasal 34 

(3) Bilangan pcmbagi pcnduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari basil bagi 
jurnlah penduduk dr kabupaten rnduk dcngan jumlah Jrursi DPRD kabupaten induk 
sebagarmana dirnaksud dalam Pasal 32. 

(4) Apabila dalarn pembagian kursi anggota DPRD kabupaten induk pada masiag-masmg 
daerah pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayai (3) rnasih terdapat sisa kursi yang bclum 
teralokasi, sisa kursi tersebut dialokasikan kepada daerah pemilihan yang mcmiliki sisa 
penduduk paling banyak secara berurut sampai sisa Jrursi DPRD kabupaten induk tersebut 
terbagi habis, 

(5) Sisa kursi yang belum teralokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). diperoleh dari basil 
pengurangan jumlah kursi DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
dengan jumlah kursi yang sudah teralokasi pada seluruh daerah pcmilihan. 
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(1) Penetapan penataan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas basil penghuungan 
suara yang diperolch rnasing-rnasing partai polirik di setiap daerah pernilihan anggota 
\W\lD '[)TD\lmsi induk. 

Pasal 39 

Paragraf l 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Provinsi Induk 

(I) Kelcogkapan syarat calon anggota DPRD provinsi Pemilu Tahun 2009 yang telah dinyatakan 
memenuhi syarat oleh KPU provinsi induk, dan tercanturn da!arn OCT DPRD provinsi 
Pemilu Tahun 2009, dinyatakan tidak memenuhi syarat calon anggota OPRD provinsi induk, 
apabila berdasarkan laporan masyarakai, kcterangan dan instansi yang berwenang. putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, keterangan/keputusan punpinan 
panai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU provmsi tnduk terbuku bahwa calon yang 
bersangkuran tidak lagi memenuhi syarat calon. 

(2) Kelengkapan syarat calon anggota DPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009 yang telah 
dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU kabupaten induk. dan tercanturn dalam OCT DPRD 
kabupaten pada Pemilu Tahun 2009, dinyatakan tidak memenuhi syarat calon anggota OPRD 
kabuparen mduk, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang 
berwenang. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaran hukum tetap, 
keterangan/keputusan punpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU kabupaten induk 
terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi rnemcnuhi syarat calon. 

(3) Apabila terdapat nama calon yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dan ayat (2). KPU provinsi atau KPU kabupaten induk mcnyampaikan 
pernbcritahuan kepada pimpman partai polluk yang bersangkutan, 

Bagian Keempat 

Penataan Penghltungnn Suara dnn Penetapan Perolehan Kursi 

Pasal 38 

(I) DCT anggota DPRO provmsi atau OPRD kabupaten pada Pemilu Tahun 2009. digunakan 
sebagai dasar pcngajuan calon da!am penataan keanggotaan DPRD provmsi atau DPRD 
kabupaten mduk. 

(2) Narna calon dalam OCT anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupaten pada Pemilu 
Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang mewak:ili daerah pemilihan yang 
seluruh kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi atau 
kabupaten induk. hanya dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD provinsi atau OPRD 
kabupaten tnduk. 

(3) Nama calon dalam OCT anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupaten pada Pernilu 
Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang mcwakili daerah pemilihan yang 
sebagian kabupaten/kotanya atau kecamatannya masih menjadi bagian wilayah provinsi 
atau kabupaten induk, dapat diajukan sebagai calon anggota DPRD provinsi atau DPRD 
kabupaten induk atau calon anggota DPRD provinsi atau OPRD kabupatenlkota 
pernekaran, 

Pasal 37 
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Dalarn melakukan rekapirulasi penataan hasil penghitungan suara panai politik, perolehan suara 
anggota DPRD provinsi induk, dan suara calon anggota DPRD provinsi induk sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 40, perlu memperhatikan: 

a. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam saru daerah pcmilihan di provinsi 
induk seluruhnya masih menjadi bagian wilayah provinsi induk, maka perolehan suara 
partai politilc di seluruh kabupaten/kota tersebut dimasuk.kan ke dalam rekapitulasi basil 
penghitungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk; 

b. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi 
induk scluruhnya rnasih menjadi bagian wilayah provinsi induk. maka perolchan suara calon 
anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk di scluruh 
kabupaten/kota tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghirungan suara calon 
anggota DPRD provinsi induk dan perolchan suara anggota DPRD provinsi tnduk dt daerah 
pemilihan anggota DPRD provinsi induk: 

c. Apabila Jcabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi 
induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah proviasi mduk. maka perolehan suara partai 
politik di kabupatcn/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan kc 
dalarn rekapitulasi hasil penghirungan suara partai politik di daerah pernilihan anggoia 
OPRD provinsi induk: 

Pasal 41 

Dalam penataan penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD 
provinsi induk. dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 39 ayat (4). KPU provinsi induk melakukan: 

a. Pemisahan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD provinsi induk 
dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk pada kabupaten/kota yang masih 
menjadi bagian wilayah provinsi induk untuk setiap daerah pemilihan; 

b. Rekapitulasi basil penghuungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota 
DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk yang telah 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a. untuk setiap daerah pemilihan ke dalam 
Forrnulir Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi. 

Pasal 40 

(2) Hasil penghirungan suara partai poluik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD provmsi 
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghitungan perolehan 
suara anggota DPRD provinsi pada Pemilu Tahun 2009. 

(3) Penetapan hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk, dan suara 
calon anggota DPRD provinsi induk di setiap daerah pemilihan. didasarkan atas hasil 
penghitungan perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon 
anggora DPRD provinsi pada Permlu Tahun 2009. 

(4) Penetapan hasrl penghuungan suara panai politik. perolchan suara anggota DPRD provinsi 
induk dan suara calon anggota DPRD provinsi induk, serta perolehan kursi partai politik di 
setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalarn 
rapat pleno KPU provinsi induk, dihadiri oleh pimpinan partai politik. 
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: I) Menetapkan seluruh suara sah panai politik hasil pcnataan 
penghitungan suara di dacrah pemilihan DPRD provinsi induk; 

2) Menetapkan angka BPP dengan cara mcmbagi seluruh suara sah 
partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD provinsi 
induk sebagaimana dimaksud pada angka I). dengan jumlah 
alokasi kursi hasil penataan di daerah pcmilihan tersebut: 

3) Meneiapkan perolchan kursi panai politik di sctiap daerah 
pernilihan, dengan cara membagi jumlah suara sah yang dipcroleh 
setiap partai poltik dengan angka BPP sebagaimana dirnaksud pada 
angka 2): 

4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari 
pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi 
dcogan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara partai 
politik yang alcan dihirung dalam penghitungan kursi Tahap 
Kedua; 

a Tahap Pertama 

Pcnetapan penghitungan perolehan kursi seuap partai poluik pada setiap daerah pemilihan 
anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. dilakukan dengan cara : 

Pasal 44 

Setelah menetapkan rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan 
suara anggota DPRD provinsi induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi induk di 
provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, KPU provinsi induk menetapkan 
penghirungan perolehan kursi setiap partai politik di seuap daerah pemilihan anggota DPRD 
provinsi induk. 

Pasal 43 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota DPRD 
provinsi induk dan perolehan suara calon anggota OPRD provinsi di provinsi induk sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dituangkan dalam Serita Acara rckapirulasi basil 
penghitungan suara di KPU provinsi induk dalam penataan anggota DPRD provinsi induk 
(Model DC DPRD Provinsi) dan rincian perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota 
DPRD provinsi induk, dan perolehan suara ealon anggota DPRD provinsi induk (Lampiran 
Model DC I DPRD Provinsi). 

Pasal 42 

cl Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalarn satu daerah pemilihan di provinsi 
induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provmsi induk. maka perolehan suara calon 
anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara anggota DPRD provinsi provinsi induk 
di kabupatcnlkota yang masih mcnjadi bagian wilayah provinsi induk dimasukkan ke dalam 
rckapirulasi basil penghnungan suara calon anggota DPRD provmsi mduk dan perolehan 
suara anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan anggota DPRD provinsi induk. 
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5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada angka 
BPP, partai politik yang bersangkutan tidak mempcroleh kursi, 
sehingga jumlah suara sah partai politik terscbut dikategorikan 
scbagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam 
penghitungan kursi tahap kedua bersarna-sarna dengan sisa suara 
partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yaitu dalam 
b.al masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan terscbut yang 
belum terbagi. 

Dilakukan dengan cara mcrnbagikan sisa kursi yang belum terbagi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi saru berturut 
turut, dimulai dari partai politik yang mempunyai sisa suara paling 
banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi, 

1) Menetapkan nama-nama partai polltik yang memperolch kursi 
sebagaimana dimaksud pada buruf a angka 4) dan huruf b: 

2) Mencocokkan nama-nama partai politik sebagaimana dimaksud 
pada angka 1). dengan panai politik yang rnemperoleh kursi 
berdasarkan hasil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi 
pada Pernilu Tahun 2009: 

3) Panai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan 
penghitungan perolehan kursi sebagairnana dimaksud pada 
angka I). dan berdasarkan basil pencocokan scbagairnana 
dimaksud pada angka 2) partai politik rersebut juga memperoleh 
kursi berdasark.an hasil penghitungan pcrolehan kursi DPRD 
provinsi pada Pernilu Tahun 2009. kursi partai politik yang 
bersangkutan ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pemilihan 
DPRD provinsi induk; 

4) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan basil penataan 
pcnghirungan perolehan kursi sebagairnana dimaksud pada angka 
1). dan berdasarkan hasil pcncocokan sebagaimana dimaksud pada 
angka 2) partai politik tersebut tidak rnemperoleh kursi 
berdasarkan hasil penghitungan pcrolehan kursi DPRD provinsi 
pada Pemilu Tahun 2009, kursi partai politik yang bersangkutan 
ditetapkan untuk mewakili dacrah pemilihan DPRD provinsi 
mduk: 

5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penataan 
penghirungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada 
angka I), dan berdasarkan hasil pencoeokan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2) partai poliuk tersebut rnemperolch kursi 
kurang dari peroleban kursi berdasarkan hasil penghitungan 
perolehan kursi DPRD provinsi pada Pemilu 2009. kelebihan kursi 
partai politik yang bcrsangkutan ditetapkan unruk dipindahkan 
mewakili daerah pemilihan DPRD provinsi pernekaran: 
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(2) Partai politik dinyatakan memilikt sebaran sisa suara sah lebih merata scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik mcmiliki selisih suara terkccil antara satu 
kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut. 

(I) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dan pada 
jurnlah sisa kursi yang belum terbagi. sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik 
yang merniliki suara yang lebih rnerata penyebarannya di kabupaten/kota pada daerah 
pemilihan tersebut. 

Pasal 47 

(3) Apabila perolehan suara anggota DPRD provinsi hasil Pcmilu 2009 lcbih banynk di daerah 
pemilihan provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka anggota DPRD 
provinsi yang bersangkutan wajib pindah menjadi anggota DPRD provinsi pemekaran. 

(2) Pencntuan terhadap saiu atau lebih anggora DPRD provinsi mduk yang harus pindah 
mcnjadi anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
didasarkan atas seberapa banyak perolehan suara anggota DPRD provinsi yang 
bersangkutan diantara anggota DPRD provinsi basil Pemilu 2009 di daerah pemilihan 
provinsi induk dan pcrolehan suara di daerah pemilihan provinsi pemekaran. 

(I) Satu atau lebih kursi partai politik yang wajib pindah mewakili daerah pemilihan provinsi 
pemekaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 huruf c angka 5) dan angka 6), berakibai 
terhadap anggota DPRD provmsi induk hasil Penulu 2009 dt daerah permlihan tersebut juga 
harus pindah mcnjadi anggota DPRD provinsi pemckaran. 

Pasal 46 

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 
perolehan suara anggota DPRD provinsi induk dan perolehan suara calon anggota DPRD 
provinsi induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik. 

Pasal 45 

6) Panai pohtik yang tidak mernperoleh kursi berdasarkan hasil 
penataan penglurungan perolehan kursi sebagaunana dimaksud 
pada angka I). dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2) partas politik tersebut mcmperolch kursi 
berdasarkan basil penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi 
pada Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan 
ditetapkan untuk dipindahkan mewakili daerah pernilihan DPRD 
provinsi pemekaran. 
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Dalam melakukan rekapitulasi penataan hasil pcnghitungan suara partai politik, perolehan suara 
anggota DPRD kabupatcn induk, dan suara calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49, perlu mernpcrhatikan : 

a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk 
scluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara panai politik di 
seluruh kccamatan tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghirungan suara 
partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk; 

b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pcmilihan di kabupaten induk 
seluruhnya masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara calon anggota 
DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten mduk dt seluruh 
kecamatan tersebui dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara calon 
anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk di 
daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten mduk: 

Pasal 50 

Dalam penaiaan penghitungan perolehan suara partai politik, perolehan suara anggota OPRD 
kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), KPU kabupatcn induk melakukan: 

a. Pernisahan perolchan suara partai politik, peroleban suara anggoia DPRD kabupaten induk. 
dan perolchan suara calon anggota DPRD kabupaten induk pada kecamatan yang masih 
menjadi bagian wilayah kabupatenlkota mduk untuk seriap daerah pemilihan; 

b. Rekapitulasi basil penghirungan pcrolehan suara partai politik, perolehan suara anggota 
DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupatcn induk yang 
telah dipisahkan scbagaimana dirnaksud pada huruf a, untuk senap daerah pemiliban kc 
dalam Formulir Lampiran Model DB l DPRD Kabupaten/Kota. 

Pasal 49 

(1) Penetapan penataan pcrolehan kursi setiap partai pohtik didasarkan aw basil penghitungan 
suara yang dipcroleh masing-masing partai polirik di setiap daerah pemilihan anggota 
DPRD kabupaten induk. 

(2) Hasil penghiruagan suara partai politik di setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten 
induk scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1). didasarkan atas has ii penghitungan perolehan 
suara anggota DPRD kabupaten pada Pcmilu 2009. 

(3) Penetapan hasil penghiwngan perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk. dan suara 
calon anggota DPRD kabupatcn induk di setiap daerah pernilihan, didasarkan atas basil 
penghitungan perolehan suara anggota DPRD kabupaten dan perolehan suara calon Anggoia 
DPRD kabupaten pada Pcmilu 2009. 

(4) Peaetapan basil penghitungan suara partai politik. perolehan suara anggota DPRD 
kabupaten induk dan suara calon anggota DPRD kabupaten induk sena perolehan kursi 
partai politik di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dilakukan dalam rapat pleno KPU kabupaten induk, dihadiri olcb pimpinan partai poliuk. 

Paragraf2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bu paten lnduk 

Pasal 48 
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4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama atau lebih besar dari 
pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan sejumlah kursi 
dengan kemungkinan masih terdapat sejumlah sisa suara panai 
politi.k yang akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap 
Kedua. 

3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di senap daerah 
pemilihan. dengan cara mernbagi jumlab suara sah yang diperoleh 
setiap partai politik dengan angka BPP sebagaimana dimaksud 
pada angka 2); 

2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara sah 
partai politik hasil penataan di daerah pemilihan DPRD kabupaten 
induk sebageimana dirnaksud pada angka 1 ), dcngan jurnlah 
alokasi kursi hasil penataan di daerah pemilihan tersebut); 

I) Menetapkan seluruh suara sah partai poliiik hasil penataan 
penghitungan suara di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk; 

a. Tahap Pertama 

Penetapan penghitungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap dacrah pcrnilihan 
anggota DPRD kabupatenlkota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan dengan 
cara: 

Pasal 53 

Setclah menetapkan rekapitulasi hasil penghuungan perolehan suara partai politik, perolehan 
suara anggota DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten 
induk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KPU kabupaten induk 
menetapkan penghirungan perolehan kursi setiap partai politik pada setiap daerah pemilihan 
anggota DPRD kabupaten induk. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara panai politik, perolchan suara calon anggota 
DPRD kabupaten induk, dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupatcn di kabupaten 
induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, dituangkan dalam Berita Acara 
rekapirulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota induk dalam penataan anggota 
DPRD kabupaten induk (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) dan rincian perolehan suara partai 
politik. perolehan suara anggota DPRD kabupaten mduk. dan perolehan suara calon anggota 
DPRD kabupaten induk (Lampiran Model DB l DPRD Kabupaten/Kota). 

Pasal 52 

c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam saru daerah pcmilihan di kabupaten induk 
iidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara panai poliuk d1 
kecarnatan yang rnasih mcnjadi bagian wilayah kabupaten mduk dunasukkan ke dalam 
rekapirulasi basil pcnghirungan suara partai politik di daerah pemilihan anggota DPRD 
kabupaten induk: 

d. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam saru daerah pemilihan di kabupaten induk 
tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten induk, perolehan suara calon anggota 
DPRD kabupaten induk dan perolehan suara aaggota DPRD kabupaten induk di kecamatan 
yang masih menjadi bagian wdayah kabupaten mduk dimasukkan ke dalam rekapitulasi 
h.asil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten induk dan perolehan suara 
anggota DPRD kabupaten di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten induk. 

Pasal SI 
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5) Partai politik yang memperoleh kursi berdasarkan hasil pcnataan 
penghuungan pcrolehan kursi sebagairnana dirnaksud pada 
angka l ). dan berdasarkan basil pcncocokan sebagaunaaa 
dimaksud pada angka 2) panai politik iersebut mempcrolch kursi 
kurang dari perolehan kursi berdasarkan basil penghnungan 
perolchan lrursi DPRD kabupatcn Pemilu 2009. kelebihan kursi 
partai politik yang bersangkutan ditetapkan untuk dipmdahkao 
mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten pcrnekaran: 

4) Partai politik yang memperoleh lrursi berdasarkan hasil penataan 
penghitungan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada angka 
J ), dan berdasarkan basil pencocokao sebagaimana dimaksud pada 
aogka 2) partai politik tersebut udak memperoleh lrursi 
bcrdasarkao basil penghitungan perolehan kursi DPRD kabupatcn 
Pemilu 2009, kursi partai politik yang bersangkutan diteiapkan 
untuk mewakili daerah pemilihao DPRD kabupatcn induk; 

3) Panai politik yang mempcroleh lrursi berdasarkan hasil penataan 
peoghitungan perolchan kursi sebagaimana dimaksud pada 
aogka I), dao berdasarkan basil pcncocokan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut juga mempcroleh 
kursi bcrdasarkan basil penghitungan perolehan kursi DPRD 
kabupaten Pemilu 2009. kursi partai politik yang bersangkutan 
ditetapkan untuk tetap mewakili daerah pcmilihan DPRD 
kabupatcn induk: 

2) Mencocokkan nema-nama partai politik sebagaimana dimaksud 
pada angka I). dengan partai politik yang memperoleh kursi 
berdasarkan basil pcnghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten 
Pernilu 2009: 

I) Mcnetapkan nama-nama panai politik yang mernperoleh kursi 
scbagairnana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b: 

Dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) satu demi satu berturut 
turut, dimulai dart partai politik yang mempunyai sisa suara paling 
banyak sampai sisa kursi tersebut habis dibagi. 

5) Apabila jumlah suara sah panai politik lebih kecil dari pada aogka 
BPP. partai pohtik yang bersangkutan tidak memperoleh kursr, 
sehingga jumlah suara sah partar pohtik tersebut dikategorikan 
sebagai sisa suara partai politik yang akan dihitung dalam 
penghitungan lrursi tahap kedua bersama-sama dengan sisa suara 
partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 4), yauu dalam 
hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tersebut yang 
belwn terbagi. 

- 27 - 

c. Tahap Ketiga 

b. Tahap kedua 



(l) Penetapan caloo terpilih anggota DPRD provinsi induk d1 setiap daerah pemilihan 
didasarkan atas jurnlah kursi yang drperoleh seuap partai politik. 

Paragraf 1 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Induk 

Pasal 57 

Bagian Kellma 

Penetapan Calon Terpilih 

(2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), apabila partai politik memiliki selisih suara terkccil antara saru 
kecamatan dengan kccamatan lainnya pada daerah pemilihan tersebut. 

(I) Apabila jurnlah partai politik yang mempunyai sisa suara sarna lebih banyak dari pada 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi. maka sisa kursi tersebui dibagikan kepada panai 
politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kecamatan pada daerah 
pemilihan tersebut, 

Pasal 56 

(2) Penennian techadap satu atau lebih anggota DPRD kabupaten induk yang harus pindah 
menjadi anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran scbagairnana dimalcsud pada ayat (l}. 
didasarkan atas seberapa banyak perolehan suara anggota DPRO kabupaten yang 
bersangkutan diantara anggota DPRD kabupaten hasil Pemilu 2009 di daerah pemilihan 
kabupaten induk dan perolehan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pemekaran. 

(3) Apabila perolehan suara anggota DPRD kabupaten basil Pemilu 2009 lebih banyak di 
daerah pemilihan kabupatenlkota pemckaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan harus pmdah menjadi anggota DPRD 
kabupaten/kota pemekaran. 

(1) Saru atau lebih kursi partai politik yang harus pindah mewakili daerah pemilihan 
kabupaten/kota pemekaran scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 53 huruf c angka 5) dan 
angka 6). berakibat tcrbadap anggora DPRD kabupaten basil Pemilu 2009 di daerah 
pemilihan tersebut juga harus pindah menjadi anggota DPRD kabupatenlkota pemekaran. 

Pasal 55 

Dalam penghitungan perolehan kursi panai pohtlk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. 
perolehan suara anggota DPRD kabupaten induk dan pcrolehan suara calon anggota DPRD 
kabupatcn induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai politik. 

Pasal 54 

6) Panai politik yang tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil 
penataan penghirungan perolehan kursi sebagaimana dimalcsud 
pada angka 1), dan berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana 
dimaksud pada angka 2) partai politik tersebut mernperoleh kursi 
berdasarkan hasil peoghitungan perolehan kursi DPRD kabupaten 
Pemilu 2009. kursi partai politik yang bersangkutan ditetapkan 
untuk dipindahkan mewakili daerah pcrnilihan DPRD 
kabupaten/kota pemekaran. 
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(1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerab pemilihan anggota DPRD 
provinsi induk melcbihi jumlab calon yang tercantum dalam OCT OPRD provinsi pada 
Pemilu 2009, maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang 
bclum dinyatakan tcrpilih dari partai politik yang sama yang mcwakili daerah pcrnilihan lain 
dalam provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalarn saru 
provinsi induk. 

(2) Nama caloo yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pcmilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diajukao oleh DPD/DPW partai politik di provinsi 
induk kepada KPU provinsi induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lam tersebut 
dlcoret dari OCT DPRD provinsi Pemilu 2009. 

(3) Nama caloo yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan Jain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD provinsi 
Pemilu 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. 

(4) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provinsi induk di daerah pemilihan yang 
berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), narna calon 
terpilih diambil dari OCT DPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah perrulihan terdckat 
berikumya dalam satu provinsi induk. 

(5) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota OPRD provinsi induk di daerah pemilihan 
terdekat bcrikutnya dalam satu provinsi induk scbagaimana dimaksud pada ayat (4). nama 
calon tcrpilih diambil dari OCT OPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah pcmilihan OPRD 
provinsi pemckaran yang semula daerab pemilihan tersebut berasal dari provinsi induk yang 
scluruh kabupatenlkotanya menjadi wilayah provmsi pemekaran. 

Pasal 58 

(2) Penetapan calon terpilih anggoia DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). dilrucukan hanya terbadap nama calon dalam DCT DPRD provinsi Pemilu 2009 
yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili 
tidak memperoleh lrursi berdasarkan basil penghitungan kursi Pemilu 2009. tetapi 
memperoleh kursi berdasarkan penataan penghtrungan perolehan kursi di dacrab pemilihan 
yang bcrsangkutan aiau partai politik yang diwakili mendapat tambaban kursi. 

(3) Nama calon terpilih anggota OPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diambil dari nama calon yang tercantum dalarn OCT DPRD provinsi pada Pemilu 2009 
yang memperoleb suara terbanyak penarna, kedua, ketiga dan seterusnya dan bclum 
duetapkan sebagai calon terpilih. 

(4) Perolehan suara calon terbanyak pertama. kedua, keuga dan seterusnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). merupakan penjumlahan pcrolehan suara calon bark yang berada di 
kabupatenlkota yang masih menjadi bagian wilayab provinsi induk maupun perolehan suara 
calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemekarnn. 

(5) Apabila partai politik mcmperolch sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD provinsi induk 
dan daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran. penetapan calon terpilih se!ain didasarkan 
atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). penempatannya untuk mewakili daerah 
pcmilihan DPRD provinsi induk atau daerah pemilihan DPRD provinsi pemekaran, 
didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah 
pemilihan DPRD provinsi induk atau daerab pemilihan DPRD provinsi pernekaran. 
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(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk sebagaimana dimaksud Pasal 57. 
Pasal 58 dan Pasal 59, dilakukan dalam rapat plcno KPU provinsi induk yang dihadin olch 
pimpinan partai politi.k.. 

(2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon 
terpilih anggota DPRD provinsi induk. yang udak sesuai dcngan peraturan perundangan 
yang berlaku. dan ketua KPU provinsi induk dengan persetujuan anggota KPU provinsi 
induk. segera menetapkan keputusan terhadap pemyataan keberatan tersebut. 

(3) Pemyataan kcbcratan sebag:umana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir 
Pemyataan Keberatan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Induk (Model EA 
2 DPRD Provinsi). 

(4) Pcmyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak rnenghalangi proses 
penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk. 

Passi 60 

(1) Oalam hal suatu daerah pemilihan DPRD provinsi induk seluruh calon tidak memperoleh 
suara, penetapan nama calon terpilih diarnbil dari OCT DPRD provinsi Pemilu 2009 yang 
mewakili daerah pemilihan lain dalam provinsi induk yang wilayahnya berbatasan langsung 
secara geografis dalam satu provinsi induk.. 

(2) Nama calon yang bclum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pcmilihan lain 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (I). diajuk.an oleh DPD/DPW partai politik di provinsi 
induk. kepada KPU provinsi induk., dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut 
dicoret dari OCT DPRD provinsi Pcmilu 2009. 

(3) Nama calon yang belurn dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pernilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah nama calon yang menduduki peringkat suara 
terbanyak berikumya. 

(4) Apabila tidak ada calon anggota OPRD provinsi induk yang memperoleh suara di dacrah 
pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayai (I). 
nama calon terpilih diambil dari OCT DPRD provinsi Pemilu 2009 pada daerah pemilihan 
terdekat berik:umya dalam saw provmsi induk. 

(5) Nama calon yang bclurn dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdckat 
berikutnya sebagairnana dimaksud pada ayat (4). adalah nama calon yang menduduki 
peringkat suara tcrbanyak berikutnya. 

(6) Apabila tidak ada calon anggota OPRD provinsi induk yang mernperoleh suara di daerah 
pemilihan terdekat berikumya dalarn saw provinsi induk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). usul penetapan nama calon terpilih diambil dari OCT DPRO provinsi Pemilu 2009 yang 
mewakili daerah pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan 
diajukan olch DPD/DP\V partai politik di provinsi induk. dalarn walctu paling lama 3 (tiga) 
hari sejak KPU provinsi induk. menetapkan calon terpilih. 

Pasal 59 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD provmsi pemekaran di daerah pemilihan 
sebagaimana dunak.sud pada ayat (5), partai politik dapat mengajukan calon dart daerah 
pemilihan anggota DPR yang mewakili provinsi tersebut dan bersedia menerima penetapan 
calon terpilih. 
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(1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk di setiap daerah pemilihan 
didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap panai politik. 

(2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I). dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang 
berdasarkan penataan basil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili tidak 
memperoleh kursi berdasarkan basil penghitungan lcursi Pemilu 2009. tetapi mernperoleh 
kursi bcrdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang 
bersangkutan atau partai politik yang diwakili mempcroleh tambahan kursi. 

(3) Nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk scbagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diarnbil dari nama calon yang tercantum dalam OCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang 
memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belurn ditetapkan 
sebagai calon terpilih. 

(4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua. ketiga dan seterusnya sebagaimana 
dimaksud pads ayat (3). merupakan peojumlahan perolehan suara calon baik yang berada di 
kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk maupun perolehan suara 
calon yang berada di kecarnatan pada kabupaten/kota pemekaran. 

(5) Apabila partai politik memperolch sejumlah kursi di dacrah pemilihan DPRD kabupaten 
induk dan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran, penetapan calon tcrpilih 
selain didasarkan atas ketenruan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4). penernpatannya 
untuk mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD 
kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimili.ki calon terpilih 
yang bersangkutan di daerah pcmilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan 
ocra» ltQ(>u['"""llko«> Fmc"4nuL 

Pasal 62 

Paragraf2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Induk 

(l) Hasil peoetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi induk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 diruangkan dalam Senta Acara Penetapan Hasil Penataan Keanggotaan DPRD 
Provins] Induk, Perolehan Kursi Panai Politik Peserta Permhhan Umum dan Penetapan 
Caton Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jnduk, serta ditandatangani oleh kctua KPU 
provinsi dan sckurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU provinsi induk serta dibubuhi cap, 
selanjutnya disampaikan kepada pimpinan partai politik dan dapat diumum.kan secara luas 
kepada rnasyarakat. melalui media massa cetak dan media elektronik danzatau pengumuman 
lainnya. 

(2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD provmsi induk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). disampai.kan oleh KPU provinsi induk kepada Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia melalui gubemur provinsi induk. dengan tembusan kepada KPU. 

(3) KPU merekomcndasikan narna-narna calon terpilih anggota DPRD provinsi induk 
sebagai.mana dimaksud pada ayat (2) kepada Memeri Dalam Negeri Republik Indonesia, 
untuk diresmikan keanggotaannya dcngan Keputusan Menteri Dalam Negeri Rcpublik 
Indonesia. 

Passi 61 
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(1) Dalam hal suatu daerah pcmilihan DPRD kabupaten induk seluruh calon tidak memperoleh 
suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari OCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang 
mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan 
langsung secara geografis dalam saru kabupaten mduk. 

(2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dan daerah pemilihan lam 
sebagairnana dimaksud pada ayat (I), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk 
kcpada KPU kabupaten induk, dan nama calon dari dacrah pemilihan lain tersebut dicorei 
dari OCT DPRD kabupaten Pernilu 2009. 

(3) Narna calon yang belum dinyatakan sebagai calon tcrpilih dari daerah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki pcringkat suara 
ierbanyak berikutnya. 

(4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD kabupaten ioduk yang memperoleh suara di daerah 
pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 
narna calon terpilih diarnbil dari OCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 pada daerah permlihan 
terdekat berikumya dalam satu kabupaten mduk. 

Pasal 64 

(I) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan anggota DPRD 
kabupaten induk melebihi jumlah calon yang rercanturn dalam OCT DPRD kabupaten 
Pemilu 2009. maka kursi di daerah pernilihan tersebur dialokasikan kepada calon yang 
belum dinyatakan terpilih dari panai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lam 
dalam kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu 
kabupaten induk. 

(2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten ioduk 
kepada KPU kabupaten induk, dan oama calon dari daerah pemilihan lam tersebut dicoret 
dari OCT DPRD kabupaten Pemilu 2009. 

(3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari dacrah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam OCT DPRD kabupaten 
Pemilu 2009 yang mcnduduki pcringkat suara terbanyak berikumya. 

(4) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten induk di daerah pemilihan 
yang bcrbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (I), nama 
calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pcmilu 2009 pada daerah pemilihan 
terdckat berikumya dalam satu kabupaten induk. 

(5) Apabila sudah cidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten induk di dacrah pcmilihan 
terdekat berikumya dalam satu kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4). nama 
calon terpilih diarnbil dari OCT DPRD kabupaten Pernilu 2009 pada daerah pemilihan 
kabupaten/kota pemekaran yang semula dacrah pemilihan tersebut berasal dari kabupaten 
induk yang seluruh kccamatannya menjadi wilayah kabupaten/kota pemekaran. 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran di daerah 
pemilihan sebagairnana dimaksud pada ayat (5). partai politik dapat mengajukan calon dan 
dacrah pemilihan anggota DPRD provmsi yang mewakili kabupaten/kota terscbut dan 
bersedia menerima penerapan calon terpilih. 

Pasal 63 
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(1) Hasil penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 dituangkan dalam Serita Acara Penetapan Hasil Penaiaan Keanggotaan DPRD 
Kabupaten Induk, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Pcnetapan 
Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Induk, serta ditandatangani oleh ketua KPU 
kabupaten induk dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPU kabupaten induk serta 
dibubuhi cap, selanjumya disampaikan kepada pimpinan panai politik dan dapat 
diumurnkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa cetak dan media 
elekrroruk dan/atau pengumuman lamnya. 

(2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (I). disarnpaikan oleh KPU kabupaten induk kepada gubemur melalui bupati kabupaten 
induk, dengan tembusan kepada KPU dan KPU provinsi. 

(3) KPU provinsi merekomendasikan narna-nama calon tcrpilih anggota DPRD kabupaten 
induk sebagairnana dimaksud pada ayat (2) kepada gubemur, untuk diresmikan 
keanggotaannya dengan Keputusan Gubemur. 

Pasal66 

(l) Penctapan caloo terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud Pasal 62, 
Pasal 63 dan Pasal 64, dilakukan dalarn rapat pleno KPU kabupaten induk yang dihadiri 
oleb pimpinan partai politik. 

(2) Pimpinan partai politik yang hadir dapal menyatakan keberatan terhadap penetapan calon 
terpilih anggota DPRD kabupaten ioduk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. dan kerua KPU kabupaten induk dengan persetujuan anggota KPU kabupaten 
induk segera menetapkan keputusan terhadap pemyataan keberatan tersebut. 

(3) Pemyataan keberatan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir 
Pemyataan Keberatan Penetapan Calon Tcrpilih Anggota DPRD Kabupaten loduk (Model 
EA 2 DPRD Kabupaten/Kota). 

(4) Pemyataan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses 
penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk. 

Pasal 65 

(5) Nama calon yang belum dmyatakan seoagai calon terpilih dari daerah pcrnilihan terdckat 
berikutnya sebagairnana dimaksud pada ayat (4). adalah oarna calon yang menduduki 
peringkat suara terbanyak berikutnya, 

(6) Apabila tidak ada caloo anggota DPRD kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah 
pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). usu] penetapan nama calon terpilih diambil dari OCT OPRD kabupaten Pemilu 2009 
yang mewakili daerah pcmilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara 
dan diajukan oleh OPC partai politik di kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari scjak KPU kabupaten induk menetapkan calon tcrpilih. 
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2) Partai politi.k yang diwakili mernperoleh tambahan kursi berdasarkan hasil penghnungan 
kursi di daerah pemilihan tersebut, dari pada kursi yang diperolch berdasarkan basil 
Pcmilu tahun 2009, kecuah terdapat Anggota DPRD Provmsi induk yang harus pindah 
menjadi Anggota DPRD Provinsi pcmekaran scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 
huruf c angka 5) dan angka 6). 

I) Partai politik yang diwakili memperoleh kursi berdasarkan hasil penghinmgan kursi d1 
daerah pernilihan tersebut, tetapi tidak rnernperoleh kursi berdasarkan hasil Perrulu tahun 
2009: 

Keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran terdiri dari . 

a. Anggota DPRD Provinsi hasil Pernilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota 
DPRD Provinsi pemekaran. karena seluruh kabupaten/kota yang merupakan satu daerah 
pemilihan yang semula diwakili menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran: 

b. Anggota DPRD Provinsi basil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota 
DPRD Provinsi pemekaran, karena daerah pemilihan yang scmula diwakili sebagian 
kabupaten/kotanya rnenjadi bagian wilayah dt Provinsi pemekaran dan berdasarkan hasil 
penataan penghirungan perolehan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak mcmperoleh 
kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi induk. sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (l) huruf b: 

c. Anggoia DPRD Provinsi mduk hasil Pernilu tahun 2009 yang wajib pindah mcnjadi 
Anggota DPRD Provmsi pemekaran, karena daerah pemilthan yang semula diwakili 
sebagian kabupaten/kotanya menjadi bagian wilayah di provinsi pemekaran dan berdasarkan 
hasil pcnataan penghitungan perolehan kursi DPRD Provmsi, panai politik yang diwakili 
memperoleh kursi lebih sedikit dari pada perolehan kursi Pemilu tahun 2009 di daerah 
pcmilihan tersebut, sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (I) huruf b: 

d. Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang ditetapkan berdasarkan penmbangan hasil 
perolehan suara partai politik Pecru!u tahun 2009. dan penghitungan perolchan kursi di tiap 
daerah pemilihan provinsi pemekaran, sena diambilkan dari narna calon dalam DCT DPRD 
Provinsi Pemilu tahun 2009 yang mewakili daerah pemilihan yang wilayah 
kabupaten/kotanya dalam daerah permlihan rersebui seluruhnya menjadi bagian wilayah 
provinsi pemekaran, atau yang mewakili daerah permhhan yang wilayah kabupatenlkotanya 
dalam daerah pemilihan tersebut tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah provinsi 
pernekaran. dengan keienruan : 

Pasal 67 

Paragraf 1 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran 

Bagian Pertama 

Keanggotaan 

BABIV 

PENGISIAN KEANGGOTAA.'1 
DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVTNSI ATAU 

DE\VAN PER\VAKILA."l RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMEKARAN 
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Anggota DPRD Provins! induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pernekaran 
sebagarmana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, huruf b. dan huruf c diusulkan peresmian 
pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi induk dan peresmian pengangkatannya 
sebagai Anggota DPRD Provinsi pemekaran oleh KPU Provinsi induk, bersama-sarna dengan 
usul peresmian calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
66 huruf d. 

Pasal 71 

(1) Apabila daerah pcmtliban yang diwalcili oleh calon Anggota DPRD Provinsi induk dalam 
DCT Pemilu tahun 2009 yang belum din yatakan terpilih tcrdiri atas beberapa 
kabupaten/kota scbagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan seluruh kabupaten/kota 
dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, maka calon 
Anggota DPRD Provinsi induk dalam daftar calon tetap tersebut barus pindah menjadi calon 
Anggota DPRD Provinsi pemekaran. 

(2) Apabila daerab pemilihan yang diwakili oleh calon Anggota DPRD Provinsi induk dalarn 
DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri atas 
beberapa kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan di Provinsi induk, dan tidak seluruh 
kabupaten/kota dari daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah Provinsi pcmekaran, 
maka calon Anggota DPRD Provinsi induk yang tercantum dalam OCT DPRD Provinsi 
Pemilu tahun 2009 tersebut dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD Provinsi 
pcmekaran. 

Pasal 70 

(I) Pengisian kursi Anggota OPRD Provinsi pernekaran yang belum terbagi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68. diusulkan oleh DPO/DPW partai politi.k tingkat provinsi induk, 
kepada KPU Provinsi induk. 

(2) ApabiJa terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebib dalam pengajuan calon 
Anggota DPRD Provins! pemekaran. yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari Pirnpinan 
Partai Politik yang diakui keabsaban kcpengurusannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Politik sesuai AD dan ART partai politik yang bersangkutan. 

(3) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan pimpman pusat partai politik, yang dinyatakan sah 
adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Oepartemen Hukum dan Hak Azasi 
Manusia. 

Pasal 69 

(1) Pengisian kursi Anggoca DPRD Provinsi pemckaran. ditetapkan berdasarkan jumlah dan 
komposisi kursi yang wajib pindah dan DPRD Provinsi kabupaten/kkota mduk. serta 
perirnbangan jurnlah kursi yang belum terbagi pada setiap daerah pemihhan sebagaimaaa 
dimaksud dalam Pasal 67. 

(2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkaa 
perimbangan perolehan suara partai politik basil Pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi 
panai politi.k di seuap daerah pemiliban di provinsi pemekaran. 

Pasal 68 
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(I) Pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. ditctapkan bcrdasarkan 
jumlah dan komposisi kursi yang wajib pindah dari DPRD Kabupaten induk, serta 
pcrimbangan jumlah kursi yang belum terbagr pada tiap dacrah pemilihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72. 

Pasal 73 

2) Partai politik yang diwakili mcmperoleh tambahan kursi berdasarkan basil penghitungan 
kursi di daerah pernilihan tersebut, dari pada kursi yang diperoleh berdasarkan basil 
Pemilu tahun 2009. kecuali terdapat Anggota DPRD Kabupaten induk yang harus pindah 
menjadi Anggota DPRD K.abupatcn/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
53 huruf c angka 5) dan angka 6). 

1) Panai poliuk yang diwakili mcmperoleh kurst berdasarkan hasil penghitungan kursi di 
daerah pernilihan tersebut, tetapi tidak mempcroleh kursi bcrdasarkan hasil Permlu tahun 
2009: 

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran tcrdiri dari : 

a. Anggota DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi 
Anggoia DPRD Kabupacen/Kota pemekaran, karena seluruh kecamatan yang rnerupakan 
saru daerah pemilihan yang scmula diwakili rnenjadi bagian wilayah kabupaten/kota 
pemekaran; 

b. Anggota OPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, karcna daerah perrulihan yang semula diwakili sebagian 
kecamatannya menjadi bagian wilayah di kabupaten/ kota pemekaran dan berdasarkan hasil 
penataan penghitungan perolchan kursi, partai politik yang bersangkutan tidak mernpcroleh 
kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf b; 

c. Anggota DPRD Kabupaten induk basil Pemilu tahun 2009 yang wajib pindah menjadi 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, karena daerah pemilihan yang semula diwakili 
sebagian kecamatannya mcnjadi bagian wilayah di kabupaten/kota pemekaran dan 
berdasarkan hasil penataan penghitungan perolehan kursi DPRD K.abupatcn, partai politik 
yang diwakih memperoleh kursi lebih sedikit dari pada perolehan kursi Pemilu tahun 2009 
di daerah pemilihan tersebut. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( I) huruf b . 

d. Anggota DPRD Kabupaten/Kota pernckaran yang ditetapkan berdasarkan perimbangan basil 
peroleban suara Panai Politik Pemilu tahun 2009, dan penghitungan peroleban kursi di tiap 
dacrah pemilihan kabupatcn/kota pemekaran. sena diambilkan dari nama-nama calon dalam 
OCT DPRD Kabupaten Pcmilu tahun 2009 yang mewakili dacrah pemilihan yang wilayah 
kecamatannya dalam dacrah pemilihan tersebut seluruhnya mcnjadi bagian wilayah 
kabupaten/kota pemekaran. atau yang mewakih daerah pemilihan yang wilayah 
kecamatannya dalam daerah pemilihan tersebut udak seluruhnya menjadr bagian wilayah 
kabupaten/kora pemekaran. dengan ketentuan : 

PasaJ 72 

Paragraf 2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJKota Pemekaran 
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Anggota DPRD Kabupaten induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan 
peresmian pembcrhentiannya scbagai Anggota DPRD Kabupaten induk dan peresmian 
pengangkatarmya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh KPU Kabupaten 
induk, bersama-sama dengan usul pcresmian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d. 

Pasal 76 

(I) Apabila daerah pemilihan yang diwakili oleh cal on Anggota DPRD Kabupaten induk dalam 
OCT Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakan terpilih terdiri alas beberapa kecamatan 
sebagai satu daerah pernilihan di kabupaten induk, dan seluruh kecarnatan dari daerah 
pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pcmckaran. maka calon Anggora 
DPRD Kabupaten induk dalam daftar calon tetap terscbut harus pmdah menjadi calon 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

(2) Apabila daerah pemilihao yang diwakili oleh calon Anggoia DPRD Kabupaten induk dalam 
OCT DPRD kabupaten Pemilu tahun 2009 yang belum dinyatakao terpilih terdiri atas 
beberapa kecamatan sebagai satu daerah pemilihan di kabupaten induk. dan tidak seluruh 
kecamatan dan daerah pemilihan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/ kola 
pemekaran, maka calon Anggota DPRD Kabupaten induk yang tercanturn dalam DCT 
DPRD kabupaten Pemilu tabun 2009 tersebut dapat diajukan menjadi calon Anggota DPRD 
kabupaten pemekaran. 

Pasal 75 

(I) Pengisian kursi Anggota DPRD Kabupaten/Koia pemekaran yang belum terbagi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73. diusulkan oleh DPC Partai Politik tingkat 
kabupaten/kota induk, kepada KPU Kabupaten induk. 

(2) Apabila terdapat 2 (dua) kepengurusan partai politik atau lebih dalam pengajuan calon 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemckaran. yang dinyatakan sah adalah pengajuan dari 
Pimpinan Partai Politik yang diakui keabsahan kepengurusannya olch Dewan Pimpman 
Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik scsuai AD dan 
ART partai politik yang bersangkutan, 

(3) Apabila terdapat 2 (dua) kcpengurusan pimpinan pusat partai politik, yang dinyatakan sah 
adalah kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Departcmen Hukurn dan Hak Azasi 
Manusia. 

Pasal 74 

(2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diisi berdasarkan 
perimbangan perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dan perolehan kursi 
panai politik di setiap daerab pemilihan di kabupaten/kota pemekaran. 
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Paragraf2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran 

Pasal80 

Dengan dibentu.knya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
tentang pcmbentukan knbupaten/kota, perlu membentuk daerah pemiliban. menetapkan jumlah 
!Nmi c\nF,5Qt<1 DPRD Kabupcm:m/Kota pemekaran dan alokasi kursi seriap dacrah pemilihan di 
kabupaten/kota pemekaran dalarn pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pcmekaran. 

(I) Apabila satu kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan provuisi mduk tidak dapat 
ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan dr provinsi pemekaran, karena alokasi kursmya 
tidak mencapai sekurang-kurangnya 3 {uga) kursr, untuk pcrtarna kah dalam pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. 

(2) Pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi, dan 
alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian kcanggotaan DPRD Provinsi 
pernekaran sebagairnana dirnak.sud pada ayat (!) dan ayat (2). ditetapkan dcngan Keputusan 
KPU. 

Dalam pernbentukan dacrah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi dan 
alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemckaran scbagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 77, ditentukan: 

a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang seluruh 
kabupatenlkotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai saru 
dacrah pemilhan Anggota DPRD Anggota Provmsi pemekaran. 

b. Daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang sebagian 
kabupaten/lcotanya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran, ditetapkan sebagai satu 
daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran. 

c. kabupatenlkOta yang berasal dari dacrah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pcmilu tahun 
2009, tidak dapat digabung dengan kabupaten/kota yang berasal dari daerah pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang lain. untuk dibentuk sebagai saru daerah 
pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran meskipun kabupaten/kota dari daerah 
pemiliban lain tersebut secara geografis leraknya berbatasan secara langsung. 

Pasal 79 

Pasal 78 

Dengan dibentuknya provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalarn undang-undang tentang 
pembentukan provinsi. perlu membentuk daerah pcmilihan, menetapkan jwnlah kursi Anggota 
DPRD Provinsi dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di provinsi pemekaran dalam 
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran. 

Pasal 77 

Paragraf 1 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran 

Bagian Kedua 

Daerab Pemilihan 
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(l) Pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pernekaran, 
didasarkan atas DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2009. 

(2) Narna calon dalam OCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaien pada Pemilu tahun 2009 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). yang mewakili daerah pcmilihan yang seluruh 
kabupatcn/kotanya atau kecarnatannya atau sebagian kabupaten/kotanya atau sebagian 
kccamatannya menjadi bagian wilayah provinsi atau kabupaten/kota pemekaran, dapat 
diajukan sebagai caloo Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pcmekaran. 

(3) Pengajuan calon Anggota DPRD Provins, atau DPRD Kabupaten/Kota pernekaran 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I), didasarkan atas dokumen pemenuhan syarat 
pcngajuan calon dan syarat calon pada penyelenggaraan pemilu Anggota DPRD Provins, 
atau DPRD Kabupateo Pemilu tahun 2009. 

Pasal 83 

Baglan Ketiga 

Pengajuan Calon 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Arau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo/Kota Pcmekaran 

(1) Apabila saru kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten induk tidak dapar 
ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan di kabupatcn/kota pemckaran, karena alokasi 
kursinya tidak mencapai sekurang-kurangoya 3 (uga) kursi, untuk penama kali dalam 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran ditetapkan scbagai saru daerah 
pemilihan. 

(2) Pembcntukan daerah pcmilihan, penerapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 
dan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan dalam pengisian keanggotaan DPRD 
Kabupaten/Kota pernekaran sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat (2), ditetapkan 
dengan Keputusan KPU. 

Pasal 81 

Dalam pembentukan daerah permlihan, penetapan jurnlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran dan alokasi kursi seuap daerah perrulihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
pernekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. duenmkan : 

a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang seluruh 
kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu 
daerah pemilhan Anggota OPRD Kabupa!Cll/Kota pemekaran. 

b. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pcrmlu tahun 2009 yang sebagran 
kecamatannya meojadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkao sebagai saiu 
daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

c. Kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten pemilu tahun 
2009, tidak dapat digabung dengan kecarnatan yang bcrasal dari daerah pcmilihan Anggota 
DPRD Kabupaten Pcmilu tahun 2009 yang lain, untuk dibcmuk scbagai satu daerah 
pemilihan Anggota OPRD Kabupaten/Kota pemekaran, meskipun kecamatan dari dacrah 
pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung. 

Pasal 82 
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Pasal 86 

(1) Penetapan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas basil penghitungan suara 
yang diperoleh rnasing-masing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD 
Provinsi pemekaran. 

(2) Hasil penghitungan suara partai politik di sctiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi 
pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil penghirungan 
perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009. 

Paragraf 1 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran 

Bagian Keempat 

Penghitungan Suara dan Penetapan Peroleban Kursi 

(1) Pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pernekaran, 
dilakukan olch Ketua dan Sekretaris DPD/DPW partai politik tingkat provinsi induk atau 
Ketua dan Sekretaris DPC partai politik tingkat kabupaten induk kepada KPU Provinsi atau 
K.PU Kabupaten induk. 

(2) Setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Kerua dan Sekretaris DPD/DPW 
Partai Politik tingkat Provinsi induk atau Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik tingkat 
kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten 
induk meneliti dan memeriksa kebenaran dan keabsahan kelengkapan syarat calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

Pasal 85 

( 1) Kelengkapan syarat cal on Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah dinyata.kan 
memenuhi syarat oleh KPU Provinsi induk, dan tercantum dalam DCT DPRD Provinsi 
Pemilu tahun 2009, dapat dinyata.kan tidak memenuhi syarat calon Anggota DPRD Provinsi 
pemekaran, apabila berdasarkan laporan masyarakat, keterangan dari instansi yang 
berwenang, purusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU Provinsi induk 
terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon. 

(2) Kclengkapan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang telah 
dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten induk, dan tercanturn dalarn OCT DPRD 
Kabupaten Pemilu tahun 2009, dapat dinyatakan tidak mernenuhi syarat calon Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. apabila berdasarkan laporan rnasyarakat, keterangan 
dari instansi yang berwenang, purusan peogadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, keterangan/keputusan pimpinan partai politik dan/atau hasil klarifikasi KPU 
Kabupaten induk terbukti bahwa calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat cal on. 

(3) Apabila terdapat nama calon yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk menyarnpaikan 
pcmberitahuan kepada pimpinan partai politik yang bersaogkutan. 

Pasal 84 
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Dalaro melakukan rekapitulasi basil penghitungan suara Partai Politik. suara Anggota DPRD 
Provinsi dan suara calon Anggota DPRD Provinsi basil Pemilu tahun 2009 dalam pengisian 
Anggota DPRD Provinsi pemekaran di Provinsi pcmekaran scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 
87. barns memperhatikan : 

a. Apabila kabupaten/kota yang semula t.ergabung dalam satu dacrah pemilihan di provinsi 
induk seluruhnya menjadi bagran wilayah Prov10S1 pemekaran. perolehan suara partai politik 
diseluruh kabupaten/kota tersebut dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara 
partai politik di daerah pemiliban Anggota DPRD Provinsi pcmekaran: 

b. Apabila kabupaten/kota yang sernula tergabuog dalam satu daerah pemilihan di provinsi 
induk seluruhnya menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran. suara Anggoia DPRD 
Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provmsi di seluruh kabupaten/kota 
tersebut dimasukkan ke dalam rekapitutasi hasil penghaungan suara Anggota DPRD 
Provins] yang dao suara calon Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan Anggota DPRD 
Provins, pemekaran; 

c. Apabila kabupaten/kota yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di provinsi 
induk tidak seluruhnya mcnjadi bagian wilayah Provinsl pemckaran. perolehan suara panai 
politik di kabupaten/kota yang menjadi bagian wilayah Provinsi pemekaran dimasukan ke 
dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara panai politik di daerah pemilihan Anggota 
DPRD Provinsi pemekaran: 

d. Apabila kabupaten/kota yang semula tcrgabung dalam saru daerah perrulihaa di provinsi 
induk tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah Provins. pemekaran, suara Anggota DPRD 
Provmsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi dr kabupaten/kota yang 
menjadi bagian wilayah provinsi pemekaran dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil 
penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi yang wajib pindah, suara Anggota DPRD 

Pasal 88 

Dalam pcnghitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provinsi 
dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi pernekaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (4), KPU Provinsi induk melakukao: 

a. Pemisahan pcrolehan suara Partai Politik. perolchan suara Anggota DPRD Provinsi dan 
perolehao suara calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 di kabupatenlkota yang 
menjadi bagian wilayah Provinsi pernekaran umuk setiap daerah pemilihan; 

b. Rekapitulasi basil penghitungan peroleban suara Partai Politik, perolehao suara Anggora 
DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2009 
yang telah dipisahkan sebagaimana dirnaksud pada buruf a, umuk setiap daccah pemilihan 
ke dalam Formulir Lampiran Model DC l DPRD Provinsi. 

Pasal 87 

(3) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Provinsi dan perolchan suara calon 
Anggota DPRD Provinsi di seiiap daerah pemilihan provmsi pemekaran. didasarkan atas 
perolehan suara Anggota DPRD Provins: induk basil Perrulu tahun 2009. 

(4) Penetapan hasil penghitungan suara Pan.ai Politik, perolehan suara Anggota DPRD Provmsi 
dan perolehan suara caloo Anggota DPRD Provinsi d1 seriap daerah pcmilihan provmsi 
pemekaran, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah perrulihan sehagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dao ayat (3) dilakukan dalam Rapat pleno KPU Provinsi induk, 
dihadin oleh pimpinan panai politik. 
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: I) Menetapkan seluruh suara sah partai politik basil 
penghirungan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD 
Provinsi pemekaran; 

2) Menetapkan angka BPP dengan cara mernbagi seluruh suara 
sah partai politik di daerah pemiliban DPRD Provinsi 
pemekaran sebagaimana dirnaksud pada angka I), dengan 
jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut; 

3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah 
pemilihan. dengan cara membagi jumlah suara sah yang 
diperoleh setiap partai poltik dengan angka BPP sebagaimana 
dirnaksud pada angka 2); 

4) Apabila jumlah suara sah partai politik sarna atau lebih besar 
dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan 
sejumlah kursi dengan kemungkinan masih terdapat sisa 
suara partai politik yang akan dihitung dalam penghirungan 
kursi Tahap Kedua: 

5) Apabila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada 
angka BPP, Partai Politik yang bersangkutan tidak 
memperoleb kursi, sehingga jumlah suara sah partai politik 
tersebut dikategorikan sebagai sisa suara partai politik yang 
akan dihitung dalam penghitungan kursi Tahap kedua 
bersarna-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana 
dimaksud pada angka 1). yaitu dalam hal masih terdapat sisa 
kursi di daerah pemilihan tersebut yang belum terbagi: 

a. Tahap pertama 

Penetapan penghitungan pcrolehan kursi setiap partai politik pada daerah pemilihan Anggota 
DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 90, dilakukan dengan cara : 

Pasal 91 

Setelah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Partai Politi.k, suara Anggota DPRD 
Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi basil Pemilu tahun 2009 di Provinsi 
pemekaran sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 89. KPU Provinsi menetapkan penghitungan 
perolehan kursi setiap partai politik di pada seuap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi 

pemekaran. 

Pasal 90 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik. suara Anggota DPRD Provinsi 
dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan provinsi pemekaran, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88, dituangkan dalam Berita Acara rckapitulasi 
hasil penghirungan suara di KPU Provinsi induk dalam pengisian Anggota DPRD Provinsi 
pemekaran (Model DC DPRD Provinsi) dan rincian perolehan suara partai politik, suara 
Anggota DPRD Provinsi dan suara calon Anggota DPRD Provinsi dalam pengisian Anggota 
DPRD Provinsi pemekaran (Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi). 

Provinsi yang tidak pindah, dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi di daerah 

pemilihan Anggota DPRD Provinsi pcmekaran. 

Pasal 89 
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d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan 
kc daerah pemilihan Anggota DPRD Provins, pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memperoleb 
kursi bcrdasarkan BPP sebagaimana dimak.sud pada huruf 
b), maka kursi terscbut ditempari oleh kursi partai politik 
yang wajib pindah: 

e) Menentukan partai politik yang memperoleb kursi 
berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana 
dimaksud pada huruf a}, dimulai dari peringkat sisa 
suara/suara paling banyak dan sererusnya secara berturut 
turut sebanyak JUm!ah srsa kursi yang belum terbagi 
sebagaimana dirnaksud pada huruf b angka I); 

c) Mencocokan nama partai pohtik yang memperoleh kursi 
berdasarkan angka BPP scbagaimana dimaksud pada 
huruf b). dengan kursi partai politik yang wajib 
dipindahkan ke daerah pcmilihan Anggota DPRD 
Provinsi pemekaran: 

1) Dilakukan dengan cara mernbagikan sisa kurst yang belum 
terbagi sebagaimana dimaksud pada huruf a saui derru satu 
berturut-turut, dimulai dari partai poluik yang mempunyai 
sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebut habis 
dibagi 

2) Apabila terdapat satu atau bebcrapa partai polink 
mcmperoleh kursi berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan 
bcrdasarkan basil penataan penghitungan kursi di daerah 
pemilihan provinsi induk tidak memperoleh kursi sehingga 
wajib dipindahkan kc daerah pemilihan provinsi pemekaran. 
sena apabila saru atau seluruh panai politik tersebut udak 
mcmperoleb kursi berdasarkan basil penghitungan kursi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan huruf b 
angka 1 ), maka sebelum membagikan sisa kursi yang belum 
terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ), partai politik 
yang bersangkutan terlebih dahulu dibcrikan kursr, 

3) Apabila satu atau beberapa diantara partai politik 
sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperolch kursi 
bcrdasarkan hasil pcnghitungan kursi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 4) dan buruf b angka 1), maka langkah 
selanjutnya : 

a) Menetapkan jumlah dan nama partai politik yang 
mempcroleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai 
politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa 
suara/ suara di daerah pemihhan tersebut; 

b) Menentukan partai politik yang memperoleh kursi 
berdasarkan angka BPP scbagaimana dimaksud pada 
buruf a): 
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(I) Penetapan perolehan kursi setiap partai politik didasarkan atas has ii penghirungan suara 
yang diperoleh masing-rnasing partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran. 

(2) Hasil penghitungan suara partai politik di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas basil 
penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. 

Pasal 94 

Paragraf2 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran 

(I) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai 
politik yang memiliki suara yang lebih merata penyebarannya di kabupaten/kota pada 
daerah pemilihan yang bersangkutan. 

(2) Partai politik dinyatakan memiliki sebaran sisa suara sah lebih merata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu 
kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada daerah pemilihan tersebut. 

Pasal 93 

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, 
perolehan suara Anggota DPRD Provinsi induk dan perolehan suara calon Anggota DPRD 
Provinsi induk, diikutsertakan/dimasukkan sebagai suara partai pol itik. 

Pasal 92 

dimaksud pada huruf e), dengan kursi partai politik yang 
wajib dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD 
Provinsi pemckaran: 

g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan 
ke daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada huruf f). juga memperoleh 
kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara 
sebagairnana dimaksud pada huruf e), rnaka kursi tersebut 
diternpati oleh kursi partai politik yang wajib pindah: 

h) Apabila terdapat satu atau beberapa diantara partai politik 
yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada huruf f), tidal< memperoleh kursi 
berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ). maka kursi partai 
politik yang wajib pindah tersebut ditempatkan pada 
urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai 
politik di daerah pemilihan tersebut secara berturut sesuai 
sisa kursi yang belum tcrbagi. 
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Pasal 95 

Dalam penghitungan perolehan suara Panai Politik. perolehan suara Anggota DPRD Kabupaien 
dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 94 ayat (4), KPU Kabupaten induk melakukan: 

a. Pemisahan perolchan suara Partai Politik. perolehan suara Anggota DPRD Kabupatcn dan 
perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 di kecamatan yang 
mcnjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran umuk setiap dacrah pemilihan: 

b. Rekapitulasi hasil penghitungan pcrolehan suara Partai Politik, pcrolehan suara Anggota 
OPRD Kabupaten dan pcrolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilu tahun 
2009 yang telah dipisahkan sebagaunana dimaksud pada huruf a, untuk seuap daerah 
pcmilihan ke dalam Formulir Lampiran Model DB I DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

Pa~al 96 

Dalam melakukan rekapuulasi hast! peoghnungan suara panai politik. suara Anggota DPRD 
Kabupaten dan suara calon Anggota OPRD Kabupaien hasil Pemilu tahun 2009 dalam pengisian 
Anggota DPRD Kabupaten!Kota pemekaran di kabupaten/kota pemekaran sebagaunana 
dimaksud dalam Pasal 95. perlu memperhatikan : 

a. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten/kota 
induk seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pcmckaran. perolehan suara Partai 
Politik diseluruh kecamatan tersebut dimasukan ke dalam rekapnulasi hasil penghitungan 
suara partai polirik di daerah pcmilihan Anggota DPRD Kabupatcn/Kota pemckaran: 

b. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan dt kabupaten/koca 
induk scluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran. suara Anggota DPRO 
Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota OPRD Kabupaten di seluruh kecamatan 
tersebut dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRO 
Kabupaten dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di daerah pcmilihan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemckaran; 

c. Apabila kecamatan yang semula tergabung dalam saru daerah pcmilihan di kabupatcn induk 
tidak seluruhnya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran. pcrolchan suara partai 
politik di kecamatan yang menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dirnasukan ke 
dalam rekapitulasi hasil pcnghitungan suara partai politik di daerah pcrmlihan Anggota 
DPRD Kabuparen/Kota pemekaran. 

d. Apabila kccamatan yang semula tergabung dalam satu daerah pemilihan di kabupaten induk 
tidak seluruhnya mcnjadi bagian wilayah kabupatenlkota pemekaran, suara Anggota OPRD 
Kabupatcn dan pcrolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten di kecamatan yang 
menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dimasukkan ke dalarn rekapirulasi basil 
-=hirung:>n suara An"ota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota OPRD 
Kabupaten di daerah pemtlihan Anggota OPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

(3) Penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten clan suara calon Anggota 
DPRD Kabupatcn/Kota di setiap dacrah penulihan kabuparen/kota pemekaran. didasarkan 
atas perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk hasil Pemilu tahun 2009. 

(4) Penetapan hasil penghitungan suara Partai Politik. perolehan suara Anggota DPRD 
Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah 
pcm ii ihan kabupaten/kota pemekaran, serta perolchan kursi Partai Politik di setiap daerah 
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukaa dalam Rapai pleno 
KPU Kabupaten induk. dihadiri oleh pimpinan panai politik. 
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5) Apahila jumlah suara sah partai politik lebih kecil dari pada 
angka BPP. Partai Politik yang bersangkutan ridak 
memperoleh kursi. sehmgga jumlah suara sah partai poluik 
tersebut dikategorikan sebagai sisa suara panai politik yang 
akan dihitung dalam penghuungan kursi Tahap kedua 
bersarna-sama dengan sisa suara partai politik sebagaimana 
dlmwud p11d11 angko. I), yanu dalam Ila! masih terdapat sisa 
kursi di daerah pernilihan terscbut yang belum terbagi; 

4) Apabila jumlah suara sah partai politik sama a tau lebih besar 
dari pada angka BPP, partai politik tersebut diberikan 
sejumlah kursi dengan kemungkinan masih tcrdapat sisa 
suara panai politik yang akan dihitung dalam pengbirungan 
kursi Tahap Kedua, 

3) Menetapkan perolehan kursi partai politik di setiap daerah 
pemilihan. dcngan cara membagi jumlah suara sah yang 
dipcroleh setiap partai poltik dengan angka BPP sebagaimana 
dimaksud pada angka 2): 

2) Menetapkan angka BPP dengan cara membagi seluruh suara 
sah partai politik di daerah pcmilihan DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan 
jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan tersebut: 

: I) Menetapkan seluruh suara sah partai politik hasil 
pcnghiruogan perolehan suara di daerah pemilihan DPRD 
Kabupaten/Kota pernekaran; 

a. Tahap pertama 

Penetapan penghitungan pcrolehan kursi setiap Partai Politik pada setiap daerah pemilihan 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98. dilakukan 
dengan cara: 

Setelah mcnetapkan basil penghirungan perolehan suara partai politik, suara Anggota DPRD 
Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten basil Pemilu tahun 2009 di 
kabupaten/kota pemekaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 97, KPU Kabupaten 
meoetapkan penghitungan perolehan kursi setiap Partai Politik di pada setiap daerah pcmilihan 
Anggota DPRD Kabupateo/Kota pemekaran. 

Pasal 99 

Pasal 98 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara panai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten 
dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten pada daerah permhhan kabupatenrkota 
pernckaran. sebagaimana drmaksud dalam Pasal 96, dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi 
hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten induk dalarn pengisian Anggota DPRD 
Kabupaten!Kota pemekaran (Model DB DPRD Kabupaten!Kota) dan rincian perolehan suara 
partai politik, suara Anggota DPRD Kabupaten dan suara calon Anggota OPRD kabupaten 
dalam pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran (Larnpiran Model DB I DPRD 
Kabupaten/Kota). 

Pasal 97 
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a) Mcnetapkan jumlah dan nama panai politik yang 
mcmperoleh kursi berdasarkan angka BPP dan partai 
politik yang memperoleh kursi berdasarkan peringkat sisa 
suara/suara dt daerah pemilihan tersebut; 

b) Menenrukan partai poltik yang memperoleh kursi 
berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada 
huruf a); 

c) Mencocokan nama panai politik yang memperoleh kursi 
berdasarkan angka BPP sebagaimana dimaksud pada 
buruf b), dengan kursi partai politik yang wajib 
dipindahkan ke daerah pemilihan Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran: 

d) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan 
ke dacrah pemilihan Anggota OPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran sebagaimana dimaksud pada huruf c). juga 
rnemperoleh kursi berdasarkan BPP scbagaimana 
dimaksud pada huruf b), maka kursi tersebut diternpati 
oleh kursi partai politik yang wajib pmdah: 

el Menentukan panai poliik yang rnemperoleh kursi 
berdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana 
dimaksud pada huruf a), dimulai dan peringkat sisa 
suaralsuara paling banyak dan seterusnya secara berturut 
turul 3Cbanynl( jumlall sisa kurs: yang belum terbagi 
sebaguirnana dimaksud pada hurufb angka I); 

3) Apabila satu arau beberapa diantara partai politik 
sebagaimana dimaksud pada angka 2) memperoleh kursi 
berdasarkan hasil penghirungan kursi sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 4) dan huruf b angka 1), maka langkah 
selanjutnya: 

2) Apabila terdapat satu atau beberapa partai politik 
memperoleh kursi berdasarkan hast! Pernilu tahun 2009 dan 
berdasarkan basil penataan penghitungan kursi di daerah 
pemilihan kabupaten/kota induk tidak memperolch kursi 
sehingga wajib dipindahkan ke daerah pcmilihan 
kabupatenlkota pernekaran. serta apabila satu atau seluruh 
partai politik tcrsebut udak memperoleh kursi berdasarkan 
hasil penghirungan kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
angka 4) dan huruf b angka I}, maka sebelum membagikan 
sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada 
angka l). panai politik yang bersangkuian terlebih dahulu 
diberikan kursi. 

I) Dilakukan dengan cara mcmbagikan sisa kursi yang bclum 
terbagi scbagaimana dimaksud pada huruf a saru derru satu 
berturut-turut, dimulai dari partai politik yang mcrnpunyai 
sisa suara paling banyak sampai sisa kursi tersebui habis 
dibagi, 
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(1) Penetapan calon terpilih Anggota OPRD Provmsi pemekaran diseuap daerah pemiliban 
UlUo..:,«rKQll atCIJ JUml0.!1 surs: ynn; uiperorcn scuap panat ponnk, 

Pasal 102 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemekaran 

Paragrafl 

Bagian Kelima 

Penetapan Calon Terpilib 

(I) Apabila jumlah partai politik yang mempunyai sisa suara sama lebih banyak dari pada 
jumlah sisa kursi yang belum terbagi, sisa kursi tersebut dibagikan kepada partai politik 
yang rnerniliki suara yang lebih rnerata penyebarannya d1 kecamatan pada daerah pemilihan 
yang bersangkutan. 

(2) Partai politik dinyatakan rnerniliki sebaran sisa suara sah lebih mcrata sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2). apabila partai politik memiliki selisih suara terkecil antara satu 
kecamatan dengan kecamatan lamnya pada dacrah penulihan tersebut, 

Pasal 101 

Dalam penghitungan perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 99. 
pcrolehan suara Anggota DPRD Kabupaten induk dan perolehan suara calon Anggota DPRD 
Kabupaten induk, diikutsenakan/dimasukkan sebagai suara panai politik. 

Pasal 100 

f) Menoocokan nama panai politik yang rnemperoleh kursi 
bcrdasarkan peringkat sisa suara/suara sebagaimana 
dimalcsud pada huruf e). dengan kursi partai politik yang 
wajib dipindahkan kc daerah pemiliban Anggota DPRD 
Kabuparen/Kota pcmekaran: 

g) Apabila partai politik yang kursinya wajib dipindahkan 
kc daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran scbagaimana dimaksud pada huruf f). juga 
memperoleh kursi berdasarkan perhitungan peringkat sisa 
suara/suara sebagaimana dimaksud pada huruf e), maka 
kursi tersebut diternpati oleh kursi partai politik yang 
wajib pindah; 

h) Apabila terdapat satu atau beberapa diamara partai politik 
yang kursinya wajib dipindahkan ke daerah pemilihan 
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagairnana 
dimaksud pada huruf f), tidak memperoleh kursi 
berdasarkan perhitungan peringkat sisa suara/suara 
sebagaimana dimaksud pada huruf e). maka kursi partai 
politik yang wajib pmdah tersebui ditempatkan pada 
urutan terakhir dari peringkat sisa suara/suara partai 
politik di daerah pemilihan tersebut secara berrurut scsuai 
sisa kursi yang belum terbagi. 
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(I) Apabila panai politik memperolch sejurnlah kursi di suatu daerah pcmilihan OPRD Provinsi 
pemekaran melcbilu jumJah calon yang tercantum dalam DCT OPRD Provmsi pemekaran, 
maka kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyaiakan 
terpilih dari panai politik yang sama yang mcwakili daerah pemilihan lain dalam Provinsi 
pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu Provinsi. 

(2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dan daerah pemilihan lain 
scbagaimana dimaksud pada ayat (I). diajukan oleb OPO/DPW partai politik di Provins] 
induk kepada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari dacrab pemiliban lain tersebut 
dicoret dari DCT DPRD Provmsi Pemilu tabun 2009. 

(3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dan dacrah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki pcringkat suara 
terbanyak bcnkumya. 

(4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRO Provinsi pemekaran di daerah pemiliban 
yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). nama 
calon terpilih diambil dari OCT OPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada dacrah pemilihan 
terdekat bcrikumya dalam saru Provins: pcmekaran. 

(5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran di daerah pemilihan 
terdekat bcrikutnya dalam satu provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provins] Pemilu tahun 2009 pada daerah 
pemilihan provinsi induk yang seluruh kabupatcn/kotanya tetap menjadi wilayah provmsi 
induk yang wiJayahnya berbatasan langsung secara geografis. 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk yang wilayahnya 
berbarasan langsung secara geografis sebagarmana dimaksud pada ayat (5). nama calon 
terpilih diambil dari OCT OPRD Provinsi induk Pemilu tahun 2009 pada daerah pemekaran 
terdekat bcrilmtnya. 

(7) Apabila sudab udak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk di daerah perniliban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6). partai politik dapat mengajukan calon dan daerah 
pemilihan Anggota DPR yang mewakili provmsi tersebut dan bersedia menenma penetapan 
calon terpilih. 

Pasal 103 

(2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayar ( l ), diambil dari nama calon yang 
tercantum dalam OCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara 
terbanyak penama. kedua. ketiga dan seterusnya sena belum ditctapkan sebagai calon 
terpilih. 

(3) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, keuga dan scterusnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). merupakan penjumlahan perolehan suara calon yang berada di 
kabupaten/kota yang masih menjadi bagian wilayah provinsi induk dan pcrolehan suara 
calon yang berada di kabupaten/kota pada provinsi pemckaran. 

(4) Apabila partai polilik memperoleh sejumlah kursi di daerah pcmilihan DPRD Provinsi 
pemckaran dan dacrah pcmilihan DPRD Provinsi induk. penctapan calon tcrpilih sclain 
didasarkan atas ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3). penempatannya untuk 
mewakili daerah pemilihan OPRD Provinsi pemekaran atau daerah pemilihan OPRD 
Provinsi induk, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang 
bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran atau daerah pcmilihan OPRD 
Provmsi induk, 
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(I) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 
102. Pasal 103 dan Pasal 104, dila.kukan dalam Rapat Pleno K.PU Provinsi induk yang 
dihadiri oleh pirnpinan partai politik. 

(2) Pimpinan partai politik yang hadir dapai menyatakan keberatan rcrhadap pcnetapan calon 
terpilih Anggota DPRD Provins. induk yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. dan Kerua KPU Provins. induk dengan persetujuan Anggota KPU Provinsi 
induk scgera rnenetapkan keputusan tcrhadap pemyataan keberatan tersebut. 

Pasal 105 

(I) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD Provinsi pemekaran seluruh calon tidak 
mcmperoleh suara. pcnetapan nama calon tcrpilih diambil dari OCT DPRD Provinsi Pemilu 
2009 yang mewakili daerah pemilihan lam dalam provinsi pcmekaran yang wilayahnya 
berbatasan langsung secara geografis dalam satu provinsi pemekaran, 

(2) Narna calon yang belum dinyatak.an sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (1). diajukan oleh DPD/DPW partai poliuk di provinsi 
induk kcpada KPU Provinsi induk, dan nama calon dari daerah pcmilihan lain tcrsebut 
dicoret dari DCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009. 

(3) Nama calon yang belurn dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pcmilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah nama calon yang mcnduduki peringkat suara 
terbanyak berikutnya. 

(4) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran yang memperoleh suara di 
daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaunana dimaksud pada 
ayat (I). nama calon terpilih diambil dari OCT OPRD Provinsi Pcmilu tahun 2009 pada 
daerah pemilihan terdekat bcrikumya dalam saru provinsi pemekaran, 

(5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari dacrah pemilihan terdekat 
berikumya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah narna calon yang menduduki 
peringkat suara terbanyak berikutnya. 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran di daerah pemilihan 
terdekat berikutnya dalam satu Provinsi pemekaran sebagairnana dimaksud pada ayat (4). 
nama calon terpilih diambil dari OCT DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 pada daerah 
pemilihan Provinsi induk yang seluruh kabupatennya tetap menjadi wilayah Provinsi induk 
yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis. 

(7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Provinsi induk yang wilayahnya 
berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon 
terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi induk Pemilu 2009 pada daerah pemilihan 
terdekat berikutnya. 

(8) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Provinsi pemckaran dan calon Anggota DPRD 
Provinsi induk yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7). 
usu! penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Provinsi Pemilu 2009 yang 
mewakili daerah pemilihan semula yang seluruhnya calonnya udak memperolch suara dan 
diajukan oleh DPD/DPW Panai Politik di provinsi induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari sejak KPU Provinsi induk menetapkan calon terpilih. 

Pasal 104 
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( 1) Pen eta pan cal on terpil ih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran disetiap daerah 
pemilihan didasarkan atas jumlah kursr yang diperoleh setiap partai politik. 

(2) Nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dtambil dan nama calon yang 
tcrcantum delam OCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang memperoleh suara 
tcrbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya serta bclum ditetapkan sebagai calon 
terpilih, 

(3) Perolehan suara calon terbanyak pertarna. kcdua, kenga dan seterusnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). merupakan penjumlahan pcrolehan suara calon baik yang berada dr 
kecamatan yang masi.h menjadi bagian wilayah kabupaten mduk maupun perolehan suara 
calon yang berada di kecarnatan pada kabupaten/kota pemckaran. 

(4) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran dan daerah pemililian DPRD Kabupaten induk, penetapan 
calon terpilih selain didasarkaa atas kerentuan sebagaunana dirnaksud pada ayat (3), 
penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD Kabupatcn/Kota pemckaran atau 
daerah pemilihan DPRD Kabupaten induk. didesarkan ates banyaknya suara yang dimiliki 
calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran 
atau daerah pemilihan DPRD Kabupaten mduk. 

Pasal 107 

Paragraf2 

Dewan Perwakllan Rakyat Daerab Kabupaten/Kota Pemekaran 

(I) Hasil pcnetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 dituangkan dalam Benta Acara Pcnetapan Hasil Pengisian Keanggotaan 
DPRD Provinsi pemekaran, Pcrolehan Kursi Partai Politik Peserta Pernilihan Umum dan 
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran, sena ditandatangani oleh 
Ketua K.PU Provinsi dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi induk serta 
dibubuhi cap. selanjumya disampaikan kepada Pimpinan Parral Politik dan dapat 
diumumkan secara luas kepada masyarakat, melalui media massa ceiak dan media 
elektronik dan/arau pengumuman Iamnya. 

(2) Narna-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri Dalam Ncgeri melalui 
penjabat Gubemur Provinsi pemekaran, dengan tembusan kepada KPU. 

(3) KPU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresrmkan 
keanggotaannya dengan Kcpurusan Mcntcri Dalarn Ncgeri. 

Pnsal 106 

(3) Pemyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir 
Pemyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi pemekaran (Model 
EA 2 DPRD Provmsi). 

(4) Pemyataan keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) udak menghalangi proses 
penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provmsi pemckaran. 
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(I) Oalam hal suatu daerab pcmilihan DPRD Kabupat.en/Kota pemekaran seluruh calon tidak 
mempcroleb suara, penetapan nama calon terpilih diambtl dari OCT DPRD Kabupaten 
Pemilu 2009 yang mewakili daerab pemiliban lam dalam kabupaten/kota pemekaran yang 
wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam saru kabupatenlkota pernekaran, 

(2) Nama calon yang bclum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pcmilihan lain 
sebagaunana dimaksud pada ayat (I), diajukan olch DPC partai politik di kabupaten induk 
kepada KPU Kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemihhan lam tersebut dicorer 
dari OCT OPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009. 

(3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah nama calon yang mendudukt peringkat suara 
terbanyak benkutnya. 

Pasal 109 

(I) Apabila partai politlk memperoleh sejumlah kursi di suaiu daerah pemilihan DPRD 
Kabuparen/Koia pemekaran melebihi jumlah calon yang tercanrum dalam OCT OPRD 
Kabupaten/Kota pernekaran, kursi di daerah pemtlihan tersebut dialokasikan kepada calon 
yang belum dinyatakan terpilih dan partai politik yang sama yang mewakili daerah 
pemilihan lain dalam kabupaten/kota pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung 
secara geografis dalam saru kabupaten/kota. 

(2) Narna calon yang belum dinyatakan sebagat calon terpilih dari daerah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). diajukan olch OPC partai politik di kabupaten induk 
kepada KPU Kabupaten induk. dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicorct 
dari OCT Anggota OPRD Kabupaten Pcmilu tahun 2009. 

(3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam OCT DPRD Kabupaten 
Pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. 

(4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota OPRD Kabupaten/Kota pemekaran di daerah 
pernilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
nama calon terpilih diarnbil dari OCT DPRD Kabupaten PemiJu tahun 2009 pada daerah 
pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran. 

(5) Apabila sudah ridak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten pernekaran di daerah 
pernilihan terdekat berikumya dalam satu kabupaten pemekaran sebagaunana dunaksud 
pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dan OCT DPRD kabupaten Pernilu tahun 2009 
pada daerah pemilihan kabupaten induk yang seluruh kecamatannya tetap menjadi wilayah 
kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara gecgrafis. 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota OPRD Kabupatcn induk yang wilayahnya 
berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada aya1 (5), nama calon 
terpilih diambil dari OCT DPRD Kabupaten induk Pemilu tahun 2009 pada daerah 
pemekaran terdekat berikutnya. 

0) Apabila sudah ttdak ada lagi calon Anggota OPRD Kabupaten induk di dacrah pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panai politik dapat mcngajukan calon dari daerah 
pernilihan Anggoia OPRD Provmsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia 
menenma penetapan calon terpilih. 

Pasal 108 
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(3) Pemyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir 
Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pernekaran 
(Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). 

(4) Pemyataan kebcratan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses 
penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana 
dimaksud Pasal 107. Pasal 108 dan Pasal 109, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU 
Kabupaten induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik. 

(2) Pirnpinan partai politi.k yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon 
terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang tidak sesuai dengan peraruran 
perundangan yang bcrlaku. dan Keiua KPU Kabupaten mduk dengan perserujuan Anggoie 
KPU Kabupaten induk segera menetapkan keputusan terhadap pemyataan keberatan 
tersebut, 

Pasal llO 

(4) Apabila tidak ada ca1on Anggota DPRD Kabupaten pemekaran yang mempcroleh suara di 
daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaunana dimaksud pada 
ayat (I), nama cal on tcrpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada 
daerah pemilihan terdekai benkumya dalam saru kabupaten/kota pernekaran. 

(5) Nama calon yang belum dmyatakan sebagai calon terpihh dari daerah perrulihan terdekat 
berikutnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki 
peringkat suara terbanyak berikumya. 

(6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/K.ota pemckaran di daerah 
pemilihan terdekat berikutnya dalarn satu Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu 
tahun 2009 pada daerah pernilihan Kabupaten induk yang seluruh kecamatannya tetap 
menjadi wilayab Kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis. 

(7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten!KOta induk yang wilayahnya 
berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon 
terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten induk Pemilu 2009 pada daerah pemilihan 
tcrdckat berikutnya. 

(8) Apabila tidak ada calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan calon Anggota 
DPRD Kabupaten mduk yang memperoleh suara di daerab pemiliban terdekat benkutnya 
dalam satu kabupatcn/kota pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7). 
usu! penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu 2009 yang 
rnewakili daerah pemiliban semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan 
diajukan oleh DPC Panai Politik di kabupaten induk dalam wakru paling lama 3 (tiga) hari 
sejak KPU Kabupaten induk menetapkan caloo terpilih, 
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(I) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk, disampaikan oleh KPU Provinsi 
induk kepada Menteri Dalarn Negeri melalui Gubenur pada provinsr induk, dengan 
tembusan kepada KPU. 

(2) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provmsi pcmekaran dan Anggota DPRD 
Provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (I). disampaikan oleh KPU Provinsi induk kepada Menteri 
Dalarn Negeri melalui Penjabat Gubenur pada provmsi pemekaran, dcngan tembusan 
kepada KPU. 

(2) Anggota DPRD Kabupatea/Kota induk yang pindah menjadi Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 72 huruf a, huruf b, dan 
huruf c diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten induk 
dan peresmian pcngangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten!Kota pemekaran oleh 
KPU Kabupatcn induk. bersama-sama dengan usul peresrnian calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d. 

Pasal 113 

(I) Anggota DPRD Provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Provinsi pemekaran 
scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 67 huruf a, huruf b, dan huruf c diusulkan percsrnian 
pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi induk dan peresmian pcngangkatannya 
sebagai Anggota DPRD Provinsi pcmekaran oleh KPU Provinsi induk, bersarna-sama 
dengan usu) peresmian calon Anggota DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana drmaksud 
dalam Pasal 67 huruf d. 

Pasal 112 

BAB V 

PERESMIAN KEAJ'IJGGOTAAN 

( I) Hasil penetapan caloo terpilih Anggota DPRD Kabupaten!Kota pemekaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 110 dituang.kan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pengisian 
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pcmekaran, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta 
Pemilihan Umurn dan Penetapan Caton Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran, serta ditandatangam oleb Ketua KPU Kabupaten induk clan sekurang-kurangnya 
2 (dua) Anggota KPU Kabupaten induk dan dibubuhi cap. sclanjutnya disarnpatkan kepada 
Pimpioan Panai Politik dan dapat diumumkan sccara luas kepada masyarakat, melalui 
media massa cetak dan media elektrooik dan/atau pcngurnuman laionya. 

(2) Nama-nama caloo terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pernekaran scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I), disarnpaikan oleh KPU Kabupaten mduk kepada Gubernur melalui 
penjabat Bupati/Walikota pada kabupatenlkota pemekaran. dengan tembusan kepada KPU 
dan KPU Provinsi. 

(3) KPU Provins] merekomendasikan nama-nama caloo terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ 
Kota pemckaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur, untuk diresmikan 
kcanggotaannya dengan Kcputusan Gubemur. 

Pasal 111 
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(!) Penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dilakukan, apabila calon terpilih: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri: 

c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota: 

d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Penggantian calon terpilih sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum tanggal 
pcngucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provins] atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dengan ketentuan : 

a. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang meninggal dunia dibuktikan 
denaan surat kererangan kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau 
~Im ru.mllh sakil tempat calon yang bersangkutan meninggal dunia atau instansi/pejabat 
yang berwenang; 

BAB VI 

PENGGANTIAN CALON TERPILIB 

Pasal 116 

(1) Keanggotaan DPRD Provinsi induk dan DPRD Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 114 ayat (1), diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalarn Negeri atas nama 
Presiden sebagai Kepala Negara. 

(2) Keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 114 ayat (2). diresmikan dengan Kepurusan Gubernur atas nama 
Presiden sebagai Kepala Negara. 

Pasal 115 

(I) K.PU merekomendasikan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi induk dan 
Anggota DPRD Provinsi pcmekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan 
ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri. 

(2) KPU Provinsi merekomendasikan narna-nama calon terpilih Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota induk dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur. 

Pasal 114 

(3) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten induk, disampaikan oleh KPU 
Kabupaten induk kepada Gubemur melalui Bupati pada kabupaten induk, dengan tembusan 
kepada KPU dan K.PU Provinsi. 

(4) Nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran dan Anggota DPRD 
Kabupatcn induk yang pindah rnenjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), disampaikan oleh KPU Kabupaten induk 
kepada Gubemur melalui penjabat Bupati/Walikota pada kabupaten/kota pernekaran, 
dengan tembusan kepada KPU dan KPU Provinsi. 
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(4) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan atas keputusan pimpinan 
partai politik yang ditandatangani oleh Kctua dan Sek.retaris atau sebutan lainnya. 

(3) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten induk dan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan 7 (rujuh) hari sebelum pengucapan sumpah/janji 
Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk meminta 
kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk unruk mcngusulkan narna 
calon pengganti. 

(2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk meminta kepada DPD/DPW Partai Politik atau 
DPC Partai Politik induk untuk mengusulkan nama calon pengganti Anggota DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

(1) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang tidak lagi memenuhi syarat calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c dan huruf d sampai dengan hari 
terakhir jadwal waktu penetapan calon terpilih, tidak dapat ditetapkan sebagai calon terpilih. 

Pasal 117 

b. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang mengundurkan diri, dibukrikan 
dengan surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani oleh calon terpilih yang 
bersangkutan diatas kenas bermaterai cukup yang diserujui oleh DPD/DPW partai 
politik atau DPC partai politik kabupaten induk dengan surat penarikan penetapan calon 
terpilih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan Jainnya. 

c. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang berdasarkan Keputusan KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten induk tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi 
Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalarn 
BAB XV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. dibuktikan dengan surat keterangan 
dan/atau surat pernyataan yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak 
lagi memenuhi syarat calon yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. 

d. Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang terbukri melakukan tindak pidana 
pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, dibuktikan dengan salinan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(3) Dalam ha! calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran meniaggal dunia sebclum pengucapan 
sumpah janji, penetapan calon terpilih pengganti dilakukan mclalui proses penggantian 
calon terpilih. 
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(3) Surat kepurusan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). harus ditandatangani olch Kctua dan Sekretaris DPD/DPW Partai 
Politik atau DPC Partai Politik induk atau scbutan lainnya yang memiliki legitimasi pada 
saat tanggal surat keputusan tersebut diterbitkan. 

(I) Dalam ha! calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. scrta tclah 
ditetapkan dengan kepurusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk, maka keputusan 
penetapan calon terpilih yang bersangkutan batal demi hukum. 

(2) Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1), diganti 
dengan narna calon dari DCT DPRD Provirtsi atau DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 
pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat kepuiusan DPD/DPW Partai Politik 
atau DPC Partai Politik induk untuk ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten 
induk. 

Pa~al 121 

(l) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk wajib mengklarifikasi usulan pengganuan calon 
terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk dan DPRD Provinsi 
atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 
119, kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk, dan/atau 

instansi/lernbaga yang berwcnang. 

(2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran rnernenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (2) 
huruf b, KPU Provinsi atauKPU Kabupaten induk melakukan klarifikasi rnengenai 
pengunduran diri calon terpilih tersebut kepada DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai 
Politik induk, yang dapat dihadiri oleh calon terpilih yang bersangkutan atas undangan KPU 
Provinsi atau KPU Kabupatcn induk. 

(3) Hasil klarifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita 
Acara Klarifi.kasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten induk serta ditandatangani olch DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik 
induk dan dibubuhi cap partai politik. 

(4) Hasil klarifikasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4). digunakan sebagai dasar pcngambilan 
keputusan dalam rapat pleno penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau 
DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pernekaran oleh 
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk. 

Pasal 120 

(4) Apabila calon terpilih terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politi.k uang aiau 
pemalsuan dokumen sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d. DPD/DPW 
Partai Politik atau DPC Panai Politik induk wajib menyampai.kan surat pernberitahuan 
bahwa calon terpilih tersebut telah melakukan tindak pidana pemilu berupa politi.k uang 
atau pemalsuan dokumen yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap dengan 
dilarnpiri bukti tertulis berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 
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(I) Apabila calon terpilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) 
huruf a, DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat 
bukti kematian dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya atau dari rumah sakit tempat 
calon terpilih tersebut meninggal durua atau dan mstansi/lernbaga yang berwenang. 

(2) Apabila calon terpilih rnengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) 
huruf b. DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat 
pemberitahuan bahwa calon terpilib tersebut mengundurkan diri dan dilampiri surat 
pemyataan pengunduran diri dari calon terpilih yang bersangkutan. 

(3) Apabila calon terpilih yang diganti tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 116 ayat (2) 
huruf c, DPD/DPW Partai Politik at.au DPC Partai Politik induk wajib menyampaikan surat 
pemberitahuan bahwa calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat calon dengan 
dilampiri bukti-bukti tertulis yang menguatkan alasan bahwa calon terpilih tersebut tidak 
lasi memenuhi syarat calon. 

Pasal 119 

( 4) Pengajuan usulan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten/Kota induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), penggantian calon terpilih dilaksanakan melalui mekanisme penggantian 
antar waktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten. 

(3) Pengajuan usu! penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten 
induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk dengan 
disertai bukti surat kernatian atau surat keterangan dan/atau surat pemyataan pengunduran 
diri serta salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap, 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, huruf b. huruf c, dan huruf d. 

(2) Pengajuan usul penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten 
induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh DPD/DPW Partai 
Politik atau DPC Partai Politik induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) bari sebelum pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi atau 
DPRD Kabupaten induk dan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 
pernekaran. 

(l) Usu] penggantian calon terpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 ayat (2) huruf a. huruf b. huruf c, dan huruf d, dilakukan oleb DPD/DPW Partai 
Politik atau DPC Partai Politik induk atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk. 

Pasal 118 

(5) Calon pengganti yang diusulkan DPD/DPW Partai Politik atau DPC Partai Politik induk 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), diambil dari nama calon yang tercantum dalam OCT 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Pernilu tahun 2009 pada daerah pcmilihan yang 
sama dan mcnduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belum dinyatakan sebagai 
calon terpilih. 
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1. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi 
Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 3 
oerco t'rQY1n~iJi 

h. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota 
DPRD Provinsi Pemilu tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA 
1 DPRD Provinsi); 

g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pernilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 
dan Pcnetapan Caton Terpilih Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2009 yang 
telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model EA DPRD Provinsi): 

f. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah di KPU 
Provinsi dalarn Pemilu Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU 
Provinsi induk (Lampiran Model DC I DPRD Provinsi); 

e. Scrtifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota 
DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model DC I 
DPRD Provinsi): 

d. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi dalam Pemilu 
Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk (Model 
DC DPRD Provinsi): 

c. Keputusan KPU tentang penataan jumlah dan alokasi kursi setiap daerah pernilihan Anggota 
DPRD Provinsi, scrta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan 
Anggota DPRD Provinsi pemekaran; 

b. Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota pemekaran: 

Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, meliputi: 

a. Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi pemekaran: 

Pasal 123 

BAB VIl 

PERLENGKAPAN ADMINISTRASI 

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi atau 
DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagai 
calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dengan keputusan KPU 
Provinsi atau KPU Kabupaten induk. 

Pasal 122 

(4) Calon pengganti sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang tercantum 
dalarn DCT DPRD Provinsi arau DPRD Kabupaten Pcmilu tahun 2009 pada daerah 
pemilihan yang sama dan menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya yang belurn 
dinyatakan sebagai calon terpilih. 
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Bahan/dokumen yang dipergunakan dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, meliputi : 

a. Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten/kota pcmekaran: 

b. Peraturan Dacrah tentang pernbentukan kecarnatan atau desa/kelurahan pcmekaran; 

c. Keputusan KPU tentang penaiaan jumlah dan alokasi kursi sctiap daerah pemilihan Anggota 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk, serta penctapan daerah pemilihan dan 
alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran: 

d. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Dalam 
Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten 
induk (Model DB DPRD Kabupaten/Kota); 

e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten dalam Pemilu Anggota 
DPRD Kabupaten tabun 2009 yang telah disahkan oleh K.PU Kabupaten induk (Model DB I 
DPRD Kabupaten/Kota); 

f. Rincian pcrolehan suara sah calon Anggota DPRD Kabupaten dan suara tidak sah di KPU 
Kabupaten induk dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 yang telah disahkan 
oleh KPU Kabupaten induk (Lampiran Model DB I DPRD Kabupaten/Kota): 

g. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta pcmilu 
dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2009 
yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk (Model EB DPRD Kabupaten/Kota): 

h. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Panai Politik Peserta Pemilu Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk 
(Model EB I DPRD Kabupaten/Kota): 

1. Penghirungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk 
(Model EB 3 DPRD Kabupaten/Kota): 

J. Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan oleh 
KPU Kabupaten induk (Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota); 

k. Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten induk taltun 2009 setiap daerah 
pernilihan yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten induk; 

I. Keputusan Gubernur tentang percsmian keanggotaan DPRD Kabupaten induk hasil Pemilu 
tahun 2009. 

Pasal 124 

1. Kepurusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian keanggotaan DPRD Provinsi induk 
basil pemilu tahun 2009. 

k. Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Provinsi induk tahun 2009 tiap daerah pcmilihan 
yang telah disahkan oleh KPU Provinsi induk; 

J. Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2009 yang telah disahkan olch K.PU 
Provinsi induk (Model EA 3.1 DPRD Provinsi); 
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d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk yang telah melaksanakan penataan dan pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk serta pengisian keanggotaan 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebelum Peraturan KPU Nomor 61 
Tahun 2009 dan peraturan ini berlaku. wajib mcnycsuaikan dengan peraturan ini paling 
\o.m\Jo.t Q ,~u~m) bu\au ~ete\ah oerlalmnya petaturan ini. 

c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten induk yang telah melaksanakan penataan dan pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupatcn mduk serta pengisian kcanggotaan 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran berdasarkan Peraturan KPU Nornor 
61 Tahun 2009, tetap sah dan berlaku. 

b. Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggoiaan 
DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten/kota yang dibentuk setelah pcmilu tahun 
2004 dan belum dilakukan penataan dan pengisian kcanggotaan DPRD Kabupatcn induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sarnpai dengan penyelengaraan 
Pemilu tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan peraturan 
ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nemer 27 Tahun 2009. 

Dengan berlakunya peraturan im : 

a. Penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengrsian keanggotaan 
DPRD Kabupaten/Kota pemckaran pada kabupaten/kota yang dibenruk setelah pemilu tahun 
2004 dan belum dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sarnpai dcngan penyelengaraan 
pemilu tahun 2009, yang meliputi penetapan daerah pemilihan, penentuan jumlah dan alokasi 
kursi tiap derah pcmilihan, perolehan suara Partai Politik peserta pernilu dan suara calon 
Anggoia DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten!Kota pernekaran, penentuan 
bilangan pembagi pemilih, penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu, dan 
penetapan calon terpilih di setiap daerah pemilihan dilaksanakan berdasarkan hasil pemilu 
Anggota DPRD Kabupaten induk tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 

Pasal 126 

BAB IX 

KETENTUANPERALIHAN 

Biaya untuk keperluan pelaksanaan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi induk 
dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pemekaran, serta penataan dan pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran, dibebankan pada APBD kabupaten induk dan/atau APBD kabupaten/kota pemekaran 
dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pendapatan, alokasi dana 
perimbangan, hibah, dan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang 

pembentukan provinsi/kabupaten/kota. 

Pasa! 125 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 
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(I) Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2014. penataan daerah pemilihan Anggota DPRD 
Provinsi induk dan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi pemekaran pada provinsi 
yang dibentuk setelah pemilu tahun 2004 dan telah dilakukan penataan dan pengisian 
Anggota DPRD Provinsi induk dan DPRD Provinsi pcmekaran berdasarkan basil pemilu 
tahun 2009, dilakukan penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di provinsi induk 
dan provinsi pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap dacrah 
pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua bclas) kursi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

(2) Dalam hal tcrjadi pembentukan provinsi pemekaran setelah penyelenggaraan pemilu tahun 
2009 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi induk dan DPRD 
Provinsi pemekaran berdasarkan hasil Pcmilu tahun 2009, dilakukan penataan dan 
penetapan kembali daerah pemilihan di provinsi induk dan provinsi pemekaran scsuai 
jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi 
dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

(3) Penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Anggota DPRD 
Provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), dilakukan untuk 
penyelenggaraan pemilu tahun 2014 sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 25 ayai (4) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

Pasal 130 

BAB X 

KETE1'1TUAN LAIN 

Penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD 
Kabupaten/Kota pemekaran pada kabupaten induk yang terbagi tebih dari satu kabupaten/kota 
pemekaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn BAB Ill dan BAB IV peraturan ini. 

Passi 129 

Pcngajuan calon dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota 
pemekaran untuk penarna kali dilakukan oleh DPD/DPW Panai Politik di Provinsi atau DPC 
Partai Politik di kabupaten induk. 

Pasal 128 

Penetapan perolehan kursi partai politik yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten induk 
atau KPU Kabupaten/Kota pernekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten mduk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada Kabupaten/Kota yang dibentuk 
setelah Pemilu tahun 2004 bcrdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 61 
Tahun 2009, serta Lelah dilakukan sebelurn Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor : 124/PUU 
VII/2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 26 Agustus 2010 dinyatakan 

sah. 

Pasal 127 
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(I) Apabila dibentuk kecamatan pernekaran di kabupaten induk atau kabupaten/kota pemekaran 
yang ditetapkan dengan Peraruran Daerah, pcmisahan jumlah penduduk, perolehan suara 
partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon 
Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009, ditentukan sebagai berikut : 

a. Apa bi la kecamatan pernekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu a tau 
beberapa kecamatan lain dalam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan 
pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran dao kecamatan 
induk tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, perolchan 
suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara 
calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam 
rekanitulasi hasil penzhiutunzan suara di daerah pemilihan kabupaten/kota pernekaran: 

Pasal 133 

(1) Dalam hat satu kabupaten atau kecamatan di daerah pernilihan provmsi atau kabupaten 
induk tidak teralokasi kursi, maka kabupaten atau kecamatan yang seharusnya berdiri 
sebagai satu daerah pemilihan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 28 ayat (I) huruf c dan 
Pasal 33 ayat (1) huruf c, digabungkan dengan daerah pemilihan DPRD Provinsi atau 
DPRD Kabupaten terdekat. 

(2) Suara partai politik, suara calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupatcn, dan 
suara Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten pada kabupaten atau kecamatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan 
suara di daerah pemilihan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten terdekat tersebut. 

Pasal 132 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2014, penataan daerah pcmilihan Anggota DPRD 
Kabupatcn induk dan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran pada 
kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004 dan telah dilakukan penataan dan 
pengrsian Anggota DPRD Kabupaten induk dan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran 
berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009 scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 403 Undang 
Undang Nomor 27 Tahun 2009. dilakukan penataan dan peneiapan kembali dacrah 
pernilihan di kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran sesuai jumlah pcnduduk 
dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 
12 (dua belas) kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang 
Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

(2) Dalam ha! terjadi pembentukan kabupaten/kota pemekaran setelah penyelenggaraan pemilu 
tahun 2009 dan telah dilakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten induk 
dan DPRD Kabupaten/Kota pernekaran berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009. dilakukan 
penataan dan penetapan kembali daerah pemilihan di kabupaten induk dan kabupaten/kota 
pemekaran sesuai jumlah penduduk dengan alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling 
sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi, sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. 

(3) Penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten dan daerah pemilihan Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota pernekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), 
dilakukan untuk penyelenggaraan pernilu tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (4) Undang-Undang Nomor JO Tahun 2008. 

Pasal 131 
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b. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambiJ desa/kelurahan dari saru atau 
beberapa kecamatan lain daJam satu daerah pemilihan kabupaten induk, dan kecamatan 
pemekaran tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan kccarnatan induk 
menjadi bagian wiJayah kabupaten/kota pemekaran, maka jumlah penduduk, perolehan 
suara partai politik, perolchan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara 
calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari desa/kelurahan tersebut dimasukkan ke dalam 
rckapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan kabupaten induk; 

c. Apabila kecamatan pernekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau 
beberapa kecamatan Iain yang tidak dalarn satu daerah pcmilihan kabupaten induk, dan 
kecamatan pemekaran tersebut menjadi bagian wiJayah kabupaten/kota pernekaran dan 
kecamatan induk dari desa/kelurahan tersebut tetap menjadi bagian wilayah kabupaten 
induk, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota 
DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari 
desa/keJurahan tersebut dirnasukkan ke dalam rekapitulasi hasiJ penghitungan suara di 
daerah pemilihan kabupatcn/kota pemekaran; 

d. Apabila kecamatan pemekaran tersebut mengambil desa/kelurahan dari satu atau 
beberapa kecamatan lain yang tidak dalarn saru daerah pemilihan kabupaten induk, dan 
kccamatan pemekaran tersebut tctap menjadi bagian wilayah kabupaten induk dan 
kecamatan induk dari desa/kelurahan tersebut menjadi bagian wilayah kabupaten/kota 
pernekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara partai politik, perolehan suara 
Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon Anggota DPRD Pemilu 2009 dari 
desa/kelurahan tersebut dirnasukkan ke dalam rekapitulasi basil pengbitungan suara di 
daerah pemilihan kabupaten induk. 

(2) Apabila dibentuk desa/kelurahan pemekaran di kabupatcn induk atau kabupaten/kota 
pemekaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pemisahan jumlah penduduk, 
perolehan suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan peroJehan 
suara caJon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009, ditentukan sebagai berikut : 

a. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan 
kecamatan lain tersebut semula merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan 
yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut menjadi bagian 
wiJayah kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan 
induk tetap rnenjadi bagian wilayah kabupaten induk, maka jumlah penduduk, peroJehan 
suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara 
caJon Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pernekaran tersebut 
dimasukkan kc dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan 
kabupaten/kota pemekaran dirnana kecamatan Jain tersebut membentuk daerah 
pemilihan; 

b. Apabila desa/kelurahan pernekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan Jain dan 
kecamatan lain tersebut semula merupakan satu daerah pemilihan dengan kecamatan 
yang mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan lain tersebut tetap menjadi 
bagian wilayah kabupaten induk dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk 
menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, rnaka jumlah penduduk, perolehan 
suara partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara 
calon Anggota DPRD Kabupaten PemiJu 2009 dan desa/kelurahan pemekaran tersebut 
dimasukkan ke dalam rekapnulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan 
kabupaten induk dirnana kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk terscbut 
\\\t\\\\11:.\\\~ uaenm pemi\ihan: 
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(I) Partai Politik yang dikenakan sangsi pernbatalan sebagai peserta Pernilu tahun 2009 di 
wilayah Provinsi atau kabupaten/kota induk, karena tidak menyarnpaikan laporan awal dana 
kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (I) Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008, tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan pcrolehan suara 
Partai Politik. perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih 
dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran. 

(2) Partai Politik yang dikenakan sangsi tidak ditetapkannya calon terpilih Anggota DPRD 
Provinsi atau DPRD Kabupaten induk basil Pemilu tahun 2009. karena tidak rnenyampaikan 
laporan penerimaan dan penggunaan dana karnpanye kepada KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten induk sebagaimana dirnnaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2008. tidak dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara Partai 
Politik, perolehan suara calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam 
penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupateo/Kota pemekaran. 

Pasal 134 

c. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamaran Jain dan 
kecamatan lain tersebut tidak merupakan satu daerah pemiliban dengan kecamatan yang 
mencakup desa/kelurahan induk. serta kecamatan lain tersebut menjadi bagian wilayah 
kabupaten/kota pemekaran dan kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tetap 
mcnjadi bagian wilayah kabupaten mduk. maka jumlah penduduk. perolehan suara 
partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon 
Anggota DPRD Kabupaten Pemilu 2009 dari desa/kelurahan pemekaran terscbut 
dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di daerah pemilihan 
kabupaten/kota pemekaran dimana kecamatan lain tersebut membentuk daerah 
pemilihan; 

d. Apabila desa/kelurahan pemekaran tersebut menjadi bagian wilayah kecamatan lain dan 
kecamatan lain tersebut tidak merupakan satu daerah pernilihan dengan kecamatan yang 
mencakup desa/kelurahan induk, serta kecamatan Jain tersebut tetap menjadi bagian 
wilayah kabupaten induk dan kecamatan yang mencakup desa/keJurahan induk menjadi 
bagian wilayah kabupaten/kota pernekaran, maka jumlah penduduk, perolehan suara 
partai politik, perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara calon 
Anggota DPRD Kabupaten Pernilu 2009 dari desa/kclurahan pemekaran terscbut 
dimasukkan kc dalarn rekapitulasi basil penghitungan suara di daerah pemilihan 
kabupaten induk dirnana kecamatan yang mencakup desa/kelurahan induk tersebut 
membentuk daerah pemilihan. 
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(3) Tata cara peneiapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten!Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi 
atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten!Kota pemekaran. berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara 
Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih 
Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraruran KPU Nomor 26 Tahun 
2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya. 

(2) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi 
atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/ 
kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan 
Kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umurn Provinsi 
dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten!Kota Tahun 2009. dengan penyesuaian seperlunya. 

(I) Tata cara pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten!Kota dalam 
penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan 
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten!Kota pemekaran, 
berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis 
Pencalooan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2009. dengan penyesuaian seperlunya. 

Pasal 136 

KPU provinsi atau KPU Kabupaten induk wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi 
berkenaan dengan putusan perselisihan hasil pcmilu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD 
Kabupaten induk yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon mengenai 
penetapan perolehan suara sah partai politik dan/atau suara sah calon Anggota DPRD Provinsi 

atau DPRD Kabupaten induk. 

PasaJ 135 
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Dalam proses penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provins: atau DPRD Kabupatcn induk 
dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pcmekaran 
sebagaimana dimaksud daJam peraturan ini. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekrctariat KPU 
Kabupaten pemekaran membanru pelaksanaao tugas Sekretariat KPU Provinsi atau Sekrerariat 
KPU Kabupaten induk. 

Pasal 138 

(2) Bentuk dan jenis fonnulir untuk keperluan penetapan perolehan lrursi Partai Polilik dan 
penetapan calon rerpilih Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam 
penataan keanggotaan DPRD Provmsi atau kabupaten mduk dan pengisran keanggotaan 
DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Pcraruran 
KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil 
Pemilihan Umum. Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi. Pcnetapan Calon Terpilih dan 
Pcnggaotian Calon Terpilih Dalam Pemilihao Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilao Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah deogan 
Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan 
penyesuaian seperlunya. 

(I) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan rekapuulasr hasil penghitungan suara dalam 
penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten mduk dan pengisian keanggotaan 
DPRD Provinsi atau OPRD Kabupaten/Kota pemekaran. berpedornan kepada Peraturan 
KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Tcknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil 
Penghirungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamaran, Komisi Pcmilihan Umuro 
kabupaten/kota, Kormsi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Urnum Dalam 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Pcrwakrlan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsr, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun 2009. dengan penyesuaian seperlunya. 

PasaJ 137 
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SIGlT JOYO\¥ AROONO 

SF.KRETARlAT JENDERAL KPU 

Kepala Biro Hukum 

Sulinau sesuai dengan aslinyn 

PATRJALIS AKBAR 

BERITA NEGARA REPUBLIK l DONESIA TAHUN 2011 NOMOR 136 

ttd 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal IO Marer 2011 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI .\1A~l" IA 

H. A. HAFIZ ANSRARY AZ. 

ttd 

Agar setiap orang rnengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan nu dengan 
penempatannya dalam Berita 'cgara Rcpublik Indonesia, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Februari 2011 

KE TUA, 

Peraturan ini mulai berlaku pada tauggal diundaugkan. 

Pasal 140 

Dengan berlakunya peraturan ini. Pcraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 02 Tahun 2007 
tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dacrah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah 
Pemilu Tahun 2004. dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tcntang 
Pedoman Teknis Peuetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota lnduk dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pcmilihan Umum '.!009. dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku. 

BAB XJ 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 139 
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PATRIALIS AKBAR 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 0.\IOR 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal , . -:- .., - 
ME::\'TER1 HUKUl\I DAN HAK ASASI :\1ANUSIA 

Prof. Or. H. A. HAFIZ ,\NSHARY AZ . .\I.\. 

Peraturan ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mcngctahuinya. merncrintahkan pcngundangan Peraturan mt dcngan 
pcnempatannya dalam Bcrita Negara Repuhlik Indonesia. 

Ditctapkan di Jakarta 
pada tanggal 

Pasal 140 

Dcngan berlakunya pcraturan ini. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 
icntang Penctapan Jumlah dan Tata Cara Pengrsian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibcntuk sctclah 
PemiJu Tahun 2004. dan Pcraturan Kornisi Pcmilihan Umum Nornor 61 Tahun 2009 tcntang 
Pcdoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tam Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Provinsi atau Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrnh 
Kabupaten/Kota yang dibcnruk setelah Pemilihan Umum 2009. diuyatakan dicabut dan tidak 
berlaku, 

BAB xi 
KETE'.'\TUA.'i PEiliUTUP 

Pasal 139 
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PATRlALIS AKllAR 

BERITA NEGARA RF.PUBLIK l~Oi'{ESI.A TAHL~ 2011 ;1.0~IOR 

I Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 

:VIB TERI HUKU 1 DAN HAK ASASI MM-USIA 

Prof. Or. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ .. MA. 

l----- 

Peruturan mi mulai berlaku pada ianggal diundangkan, 

Agar seiiap orang mengetahuinya. mcmerintahkan pcngundangan Peruturan rm dengan 
pcnempatannya dalarn Bcrira Negara Repubhk Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ?8 -9h 

Pasal 140 

Dcngan berlakunya peraturan ini. Pcraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Penctapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah Provins] dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota yang dibemuk scrclah 
Pemilu Tahun 2004. dan Pcraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota lnduk dan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan lJmum 2009. dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku. 

BAB XI 

KETE!\'TUAN PE UTUI' 

Pasal 139 
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I 
Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. l\IA. I ~L.jra 1'1.l'l 

t~s.t..·~, ... ,, ... 

> 

P\R . .\F 

Agar sctiap orang rnengctahuinya. rnemcrintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 140 

Dengan berlakunya peraturan ini. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 
teniang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Dacrah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kcta yang dibcntuk sctclah 
Pemilu Tahun 2004. dan Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 tcntang 
Pcdoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tarn Cara Penglsian Keanggotaan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jnduk dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perw akilan Rakyat Dacrah 
Kabupatcn/Kota yang dibcntuk serelah Pemilihan Umum 2009, dinyatakan dicabut dan tidak 
herlaku. 

BAB XI 

Kh'TE~ "Tt.:A. '- PENUTL"P 

Pasal 139 
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Prof. Dr. H. A. HAFIZ ,\l'\SHARY AZ.. l\lA. 

----- 
'C pada tanggal 

Agar setiap orang mengerahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
pcnernpatannya dalarn Bcriia Negara Rcpublik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakana 

Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 140 

Dcngan bcrlakunya peraturan ini, Pcraruran Kornisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 
tcmang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pcngisian Keanggotaan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten!Kota yang dibenruk setclah 
Pemilu Tahun 2004. dan Peraturan Komisi Pernilihan Umurn Nomor 61 Tahun 2009 tcnrang 
Pcdornan Tcknis Pcnerapan Jumlah dan Tata Cara Pengtsian Kcaaggotaan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota Induk dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi atau Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah 
Kabuparcn/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 2009. dinyatakan dicabut dan tidak 
bertaku, 

Pasal .139 

BAB XI 

Kh'TE::\'.TVA."1 PEl\UfUP 

- 68 - 


